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PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS AUDIT KINERJA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI GROBOGAN,
bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah yang
lebih akuntabel dan transparan diperlukan suatu sistem yang
dapat memberi keyakinan memadai terkait dengan efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi
Pemerintah dalam mencapai tujuannya, keandalan pelaporan
pengelolaan keuangan daerah, pengamanan aset daerah, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang
antara lain dilakukan melalui audit kinerja;
bahwa audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan
keuangan Daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi
perangkat daerah yang terdiri dari aspek kehematan, efisiensi
dan efektifitas;
bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan audit
kinerja serta memberikan pedoman bagi Aparat Pengawas
Internal Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam
melaksanakan audit kinerja perlu disusun pedoman teknis
yang dituangkan dalam Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
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Mengingat

Menetapkan

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS AUDIT

KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GROBOGAN.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

2
2.

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
Bupati adalah Bupati Grobogan.
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11,

12.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah
Inspektorat Kabupaten Grobogan.

Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Grobogan.

Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu
Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Grobogan,

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan.
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
yvang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil
vang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan
pemeriksaan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan
di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan
intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain
yvang didalamnya terdapat kepentingan negara sesual dengan
peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai
Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban vang diberikan secara
penuh oleh pejabat yang berwenang.

Pemeriksaan/Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis,
dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif

dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai
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14.

15.

16.

.

18.

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah.

Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara
dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang
terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas

Audit kinerja berbasis risiko adalah audit yang dilakukan untuk
meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan risiko
atas program strategis/prioritas pimpinan daerah dengan
sasaran menilai ketaatan terhadap kententuan yang berlaku,
menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektif, menilai
keberhasilan pencapaian program strategis, memberikan saran
perbaikan pengelolaan risiko dan pengendalian intern.
Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan
pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan
dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yvang selanjutnya disingkat REKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan
kegiatan Perangkat Daerah yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Perubahan yang selanjutnya disingkat RKA- SKPD Perubahan
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
perubahan rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai
dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.



19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28,

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat.

Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat
PKPT adalah rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan yang
meliputi jenis kegiatan pengawasan, objek pengawasan, dan
jadwal pengawasan.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Program Prioritas adalah  Program  vyang  menjadi
concern/perhatian dari Pimpinan Daerah

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus
oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan vyang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, Sumber Daya
Manusia, peralatan, dan material yang digunakan untuk
menghasilkan output.

COutput adalah barang-barang vyang diproduksi, jasa yang
diserahkan/diberikan, atau hasil-hasil lain dari proses atas
input.

Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan
input untuk menghasilkan output.

Outcome adalah tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui
output.

Efektif merupakan pencapaian hasil program telah memenuhi
tujuan yang ditetapkan.

on
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30.

31,

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum
dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah
untuk mencapai keluaran tertentu.

Ekonomis merupakan meminimalkan biaya perolehan input
vang akan digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga
kualitas dan standar yang ditetapkan.

Register Risiko adalah suatu daftar nama risiko, yang
diidentifikasi oleh manajernen, yang mengancam pencapaian
tujuan organisasi. Informasi dalam register risiko meliputi
antara lain nama risiko, nilai dampak dan keterjadian risiko
inheren, rancangan pengendalian, nilai dampak dan keterjadian
risiko residual dan pemilik risiko.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat
mengganggu pencapaian tujuan organisasi.

Risiko Inheren adalah risiko dievaluasi tanpa
mempertimbangkan setiap respon atau rancangan pengendalian
yang diambil.

Risiko  Residual adalah Risiko  dievaluasi  dengan
mempertimbangkan respon atau rancangan pengendalian atas
setiap risiko yvang diambil.

Selera Risiko adalah tingkatan umum risiko yang secara nyaman
ingin diterima pimpinan organisasi dimana organisasi nyaman
untuk mengambil dan/atau mempertahankannya dalam rangka
mencapai tujuan organisasi tersebut.

Indikator Utama Kinerja adalah kumpulan kejadian atau
tindakan yang memainkan peran penting pada keberhasilan
organisasi sekarang dan mendatang.

Sasaran Antara adalah sasaran yvang ditentukan untuk dicapai

sebagai landasan bagi pencapaian sasaran utama

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman

teknis bagi Inspektorat agar memiliki kesamaan persepsi dan

keseragaman metodologi sesuai standar Audit dalam melaksanakan
Audit Kinerja.



Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah untuk:

f.

menilai pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah
yang bersumber dari APBD sehingga dapat memberikan
rekomendasi bagi pencapaian kinerja program dan kegiatan
Perangkat Daerah yang ekonomis, efisiensi dan efekuf secara
berkesinambungan untuk peningkatan kinerja dan penguatan
tata kelola Perangkat Daerah; dan

pedoman teknis bagi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan
secara ekonomis, efisiensi dan efektif sehingga tercapai

peningkatan kinerja tugas dan fungsi serta tujuan organisasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.
b.

.

(1)

(2)

pedoman teknis Audit Kinerja;
pelaksanaan Audit Kinerja; dan

pembiayaan.

BAB 11
PEDOMAN TEKNIS AUDIT KINERJA

Pasal 5

Pedoman teknis Audit Kinerja terdiri dari:

a, pendahuluan;

b. perencanaan Audit Kinerja;

c. pelaksanaan Audit Kinerja; dan

d. pengkomunikasian Hasil Audit dan Tindak Lanjut.
Pedoman teknis Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

2]

BAB Il
PELAKSANAAN AUDIT KINERJA

Pasal B

Audit Kinerja dilakukan pada program dan kegiatan vang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Dalam hal terdapat keterbatasan personel APIP, pelaksanaan
Audit Kinerja dapat dilakukan hanya pada program dan
kegiatan yang memiliki risiko tingg: atau sangat tinggi.

Pasal 7

Penentuan program dan kegiatan yang dilakukan Audit Kinerja
ditetapkan dalam PKPT berdasarkan usulan dari Inspektur.
PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
berdasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari
tumpang tindih, Efisiensi dan Efektivitas dalam penggunaan
sumber daya pengawasan.

PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB 1V
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Audit Kinerja dibebankan

pada APBD.

Selain dibebankan pada APBD, pembiaayaan untuk

melaksanakan Audit Kinerja dapat dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa
Tengah; dan/atau

c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.



BAB WV
KETENTUAN PENUTUF
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daecrah
Kabupaten Grobogan.

=

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 23 Mei 2oxZ

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 24 mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOS

&

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR



1.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN TEKNIS AUDIT KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

GROBOGAN

PEDOMAN TEKNIS AUDIT KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberhasilan suatu
program Pemerintah Daerah, APIP dapat memberikan nilai tambah
peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui hasil-hasil
pengawasan berupa layanan assurance audit kinerja untuk
meningkatkan ketaatan, kinerja yang ekonomis, efisiensi dan efektif
(3E), maupun layanan konsultansi untuk perbaikan tata kelola,
proses pengendalian dan pengelolaan risiko pencapaian tujuan
organisasi. Hasil Audit yang diharapkan tersebut merupakan

outcome dari pencapaian dan pemenuhan kapabilitas APIP Level 3.

Kedudukan Audit Kinerja Berbasis Risiko Dalam Grand Design
Pengawasan Intern Berbasis Risiko.

Dalam matriks grand design Pengawasan Intern Berbasis
Risiko (PIBR), kedudukan Audit Kinerja terletak pada tingkat
kematangan Manajemen Risiko (MR) Level 3 (Risk Defined) dan
Kapabilitas APIP (Internal Audit Capability Model) Level 3 (Integrated)
sebagaimana terdapat pada Tabel 1.1. Kedudukan ini menjelaskan
bahwa Audit Kinerja Berbasis Risiko dilaksanakan apabila
tingkat kematangan Manajemen Risiko telah mencapai Level 3 dan
dilaksanakan oleh APIP dengan tingkat kapabilitas Level 3,

Untuk Pemerintah Daerah yang tingkat kematangan manajemen
risikonya masih berada di bawah Level 3, pedoman umum Audit
Kinerja Berbasis Risiko ini dibuat untuk mendorong APIP bersama

manajemen melakukan perbaikan ke arah Kapabilitas APIP Level 3
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dan Manajemen Risiko Level 3. Manajemen didorong untuk segera
menyusun kebijakan manajemen risiko dan mengimplementasikan
manajemen risiko. Untuk itu, sumber daya manusia APIP harus
paham dan kompeten mengenai pengelolaan risiko dan APIPnya
didorong untuk mampu memfasilitasi penerapan manajemen risiko
sebagaimana terdapat pada Gambar 1.1.

Dalam  Internal Audit Capability Model (IACM),

Berbasis Risiko memiliki keterkaitan yang erat dengan Perencanaan

Audit Kinerja

Pengawasan Berbasis
menjadi
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko sebagaimana
pada Tabel
Perencanaan Pengawasan Berbasis
acuan dalam perencanaan Potencial Audit Objective (PAO)
lingkup audit kinerja.

penilaian risiko

lingkup

12

audit

pada

saat

Risiko (PPBR). Area

kinerja

Sehingga,

merupakan

Risiko tinggi vang teridentifikasi

Risiko

hasil

pengawasan yang

proses
terlihat

pada saat

menjadi salah satu

dan

dapat dikatakan keberhasilan

Perencanaan Pengawasan Berbasis

Risiko akan mendukung keberhasilan Audit Kinerja yang akan

peraturan

ciucit)

dilakukan.
PO Level dan Strateg
Levial Karakterisiik _Durr_:c-}rirte Pengawasan PIBR Ketersediaan
Manajemen Risiko Kapabilitas yang dapat Pedoman
APIP diladaikan
Level 1 Risk Naive ] Tniticl -Fasilitasi - Peraturan Kcl:.:a]a |

belum memilili APIP belum penerapan ME BPKP Nomor 24

pendekatan formal dapat -Andit Ketaatan Tahun 2013

dalam menerapkan | memberikan (coritrol based tentang Pedoman

manajemen risiko jaminan atas ctieedit) Pelaksanaan
proses tala -Audit Kinerja Control Self
Kelola sesual (process baserd Asspsment

Untuk Penilaian
Risiko,
Peraturan Deputi
Bidang
Pengawasan
Penyelenggaraan
Keuangan
Daerah BPKP
Nomor 4 Tahun
2019 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Risiko pada
Pemerintah
Daerah
Pedoman audit
ketaatan dan
audit kinerja
sesllal standar.
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kebijalkan mengenai

selera risiko
organisadi

mamp
memberikan
konsultasi pada
tata Kelola,
manajemen
risiko dan
pengendahan
intern

pengencdalian
(risk based audit)

- Pedoman

Level dan Strategi
L d:-;m_ Chateome Pengawasan PIBR Ketersediaan
ks kmjslﬂenm?k. Kapabilitas vang dapat Pedoman
Manajemen Risiko APIP dilaleukein
| Level 2 | Risk Aware Infrastructure -Fasilitasi - Peraturan Kepala
Pendekatan APIP  mampu | penerapan MR BPKP Nomor 24
manajemen risiko | memberikan -Audit Ketaatan Tahun 2013
vang masih silo keyvakinan yvang | (control based tentang Pedoman
memadai bahwa | audif) Pelaksanaan
proses  sesuai | -Audit Kinerja Control Sell
dengan (process based Agsesment
peraturan, ardit) Untuk Penilaian
marmpu Kisikno,
mendeteksi - Peraturan Deputi
terjadinya Bidang
tindak Pengawasan
penyimpangan Penyelenggaraan
Keuangan
Daerah BPKF
Nomor 4 Tahun
2019 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Risiko pada
Pemerintah
Daerah
- Pedoman audit
ketaatan dan
audit kinerja
sesual standar
| Level 3 | Risk Defined ntegrated -Fasilitasi - Peraturan Kepala
telah memiliki | APIP mampu | internalisasi MR BPKFP Nomor 24
kebijakan menilai -Audit Ketaatan Tahun 2013
penerapar efisiensi, {conirol based  tentang Pedoman
manajemen risiko | efektivitas niclil) Pelaksanaan
dan dan -Audit Kinerja Control Self
dikomunikasikan, keekonomisan [process based | Assesment Untuk
Sera mlah suatu program/ | audit) Penilaian Risiko
menetapkan kegiatan dan -Audit efektivitas |- Peraturan Deputi

Bidang
Pengawasan
Penyvelenggaraan
Keuangan
Daerah BFEP
MNomor <4 Tahun
20719 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Risiko pada
Pemerintah
Daesrah

- Pedoman  Audit

Kinerja Berbasis
Risiko

Audit
ketaatan
Berbasis Risiko
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(risk based audit)

-Audit manajemen

Tisiko

keseluruhan (rsk

FF{H-]"I.-EIQE-'_IHE il
bhased qudif)

' Level dan Strategi
s da_n Chateome Pengawasan PIBR Ketersediaan
Leyel kar:aktunﬁt}k. Kapabilitas vang dapat Pedoman
Manajemen Hisiko APIP Aot |

“Level 4 Risk Managed ' Managed ~Fasilitasi sesuai - Pedoman  Audit
telah menggunakan | APIP mampu  kebutuhan Kinerja Berbasis
pendekatan memberikan pengembangan Risiko
secara menyeluruh | assurance -Audit Ketaatan Pedoman  Audit
lenterprise secara {control based Ketaatan
approach) dalam | keseluruhan aLclit) Berbasis Risiko
mengembangkan atas tata Kelola, | -Audit Kinerja - Juklak
manajemen  risiko. | manajemen (process based Pengawasan
Organisasi juga risiko dan | audit) Internn Berbasis
telah perigendalian -Audit efektivitas Risiko
mengkomunikasika | intern perigendalian
T penerapan (risk based audit)
manajemen risiko -Audit manajemen

risiko
keseluruhan (risk
rrartagernerid
based atidit)

‘Level 5 | Risk Optimized Optimizing -Fasilitasi sesuai - Pedoman  Audit
manajemen  risiko | APIP menjadi | permintaan Kinerja Berbasis
dan pengendalian agen perubahan  -Audit Ketaatan | Risiko
internal telah {cantrol hased |- Pedoman  Audit
sepenuhnya crzeclit) Ketaatan
menyati -Audit Kinerja | Berbasis Risiko
pacda kegiatan (process based | - Juklak
operasional et cdin) Pengawasan
organisasi -Audit  efektivitas | Intern  Berbasis

pengendalian Risiko

Ta}:-el 1.1 Keterkaitan antara Audit Kinerja Berbasis Risiko dalam
Matriks Grand Design Pengawasan Intern Berbasis Risiko, Manajemen
Risiko dan Kapabilitas APIP

Program

Prioritas

Peranglt |
Moerah X

A

o
— T —
T

- |
=

o
L
B

1

o
]
=
=

=

=

=
o

L. Belum MR =
dovtng pencrapan
MR pada program
melalni fasilitasi

2. 5udali MR S

perbaiki proses
pengelalaan risiko
atas KK yvang
cipalannya
rendah

Gambar 1.1 Pelaksanaan Audit Kinerja dengan Manajemen Risikonya
masih berada di bawah Level 3
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MATRIKS KAPABILITAS APIP — IACM

[ Peran | Akuntabilita Budava dan
dan Pengelolaan Praktil =) da_n Hub{:mga.n Struktur
Layanan sSDM Profesional ME]’IIE._]E]’:‘IIE]'! Otearinasi Tata Kelola
APIP Kinerja .
Level 3- Lavanan |Membangun Kerangka Pengukuran |Koordinasi | Laporan
Integrated 'Konsulta |Tim dan Kerja Kinerja dengan pimpinan
rsi Kompetensinya | Mengelola Pihak Lain |APIP kepada
Kualitas Pemberi pimpinan
Saran dan tertinggl
Penjaminan organisasi.
Pengawasan
Manajemen
Terhadap
Kegiatan
APIP
Audit Pegawal vang |Perencanaan Informasi Komponen |Mekanisme
Kinerja |Berkualifikasi |Pengawasan |Biaya Manajemen |Pendanaan
profesiona Berbasis Tim yang
Risiko Integral B
Koordinasi Tim
Level 2- Audit Pengembangan | Keranghka Anggaran Pengelolaan |Akses penuh
Infrastruct Ketaatan | Profesi Praktik Operasional Kegiatan terhadap
ure Individu Profesional Kegiatan APIP informasi
dan APIP organisasi,
prosesnya aszet dan
SDM
Identifikasi Perencanaan | Perencanaan Hubungan
dan Pengawasan |(Kegiatan pelaporan
Rekrutmen berdasarkan |AFIP telah
SDM yang prioritas terbangun
Kompeten ‘mariajemen,
pemangku
| kepentingan |
Level 1- |Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, output tergantung
Initial pada keahlian orang tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara

spesifik, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi

Tabel 1.2 Audit Kinerja dalam Matriks Kapabilitas APIP — Internal Audit

Capability Model Revised 2017

3. Pengertian, Karakteristik, Tujuan dan Ruang Lingkup Audit
Kinerja

a) Pengertian Audit Kinerja dari berbagai sumber:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keunangan

Negara, Audit Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan

keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi

dan efisiensi serta pemeriksaan pada efektivitas (3E)

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 50 ayat (2),

Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi
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instansi pemerintah vang terdiri atas audit aspek ekonomi,
efisiensi, dan audit aspek efektivitas (3E).

- Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1
Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara,
Audit Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan
negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomis dan
efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas (3E), termasuk
juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan serta pengendalian intern.

- Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia
(SAIPI), Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek
ckonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas (3E), serta

ketaatan pada peraturari.

Atas penjelasan dan definisi di atas maka dapat disintesakan
bahwa Audit Kinerja Berbasis Risiko yang dimaksud dalam
pedoman ini adalah audit vang dilakukan untuk meningkatkan
kinerja dan perbaikan proses pengelolaan risiko atas program
strategis/prioritas pimpinan daerah dengan sasaran menilai
ketaatan terhadap kententuan yang berlaku, menilai aspek
ckonomis, efisiensi dan efektif, menilai keberhasilan pencapaian
program strategis, memberikan saran perbaikan pengelolaan risiko

dan pengendalian intern.

b) Karakteristik Audit Kinerja antara lain:

- Audit Kinerja harus dapat menjawab apakah sesuatu yang
benar telah dilakukan dengan cara yang benar maksudnya
adalah bahwa program prioritas vang diaudit telah
dilaksanakan dengan cara vang benar.

- Audit Kinerja haruslah menggambarkan seperti pemeriksaan
kesehatan (medical check up) pelaksanaan suatu program
prioritas. Maksudnya adalah bahwa audit kinerja harus dapat
memberikan saran-saran perbaikan terhadap 5 kinerja program
prioritas yang tidak optimal dan pengelolaan risiko yang belum
memadai.

- Audit Kinerja adalah audit for management sehingga

diharapkan hasil audit kinerja yang dilakukan oleh APIP dapat
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memberikan rekomendasi perbaikan sebagal upaya
peningkatan akuntabilitas dan kinerja entitas yang diaudit.

- Audit kinerja memerlukan indikator kinerja sebagai ukuran
yang jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai

aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

c) Ruang Lingkup dan Tujuan Audit Kinerja
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Gambar 1.2 Ruang Lingkup Audit Kinerja atas Program Prioritas

- Ruang lingkup audit kinerja pada pedoman umum ini adalah
area pengawasan berupa program strategis/program prioritas
vang memiliki risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam PKPT
vang disusun berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis
Risiko (PPBR). APIP hendaknya melakukan audit kinerja
setidaknya pada program prioritas yang paling berkontribusi/
paling relevan dalam menentukan sasaran strategis RPJMD,
Namun, apabila APIP telah memiliki kemampuan untuk
melakukan penilaian kinerja atas beberapa program prioritas
maka audit kinerja yang dilakukan hendaknya ditingkatkan
hingga level sasaran vang ada di RPJMD,

- Audit kinerja bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan
masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan
perbaikan kinerja untuk mengurangi/ menghilangkan/
memulibkan dampak, saran pengelolaan risiko dan

pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.



4. Tahapan Audit Kinerja, Metodologi dan Kompetensi Kebutuhan

SDM

Gambar 1.3 Tahapan Proses Audit Kinerja

a) Tahapan Proses audit kinerja

Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan audit kinerja berbasis risiko terdiri dari
persiapan penugasan, penectapan tujuan dan ruang lingkup,
pemahaman proses bisnis auditi, identifikasi dan penilaian
risiko utama serta pengendalian utama. Hasil dari tahapan
perencanaan adalah kesepakatan penetapan indikator kinerja,
model audit kinerja, penetapan Tentative Audit Objectives (TAQ)
dan Program Kerja Audit (PKA) rencana pengujian bukti yvang
akan dilakukan pada saat tahapan pelaksanaan audit kinerja.
Tahap Pelaksanaan

Dalam  pelaksanaan audit kinerja, APIP melakukan
pengukuran, penilaian dan pengujian atas bukti-bukti yvang
diperoleh yang terkait dengan aspek kelaatan, aspek ekonomis,
clisiensi dan efektivitas, serta capaian kinerja berdasarkan
indikator kinerja dengan model yang telah disepakati pada

tahap perencanaan. Hasil kinerja tersebut kemudian
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diidentifikasi dan dianalisis capaiannya atas area Indikator
Kinerja yang capaian kinerjanya tidak optimal atau indikator
capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat “berhasil”
dari target yang telah ditetapkan. Atas indikator kinerja yang
capaiannya masih di bawah tersebut akan dijadikan area of
improvement yang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan
diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko dan
pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan
pengendalian utama yang ada pada auditi.

Selanjutnya, APIP dapat menyusun temuan atas hasil
pengujian masing - masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK]
berdasarkan bukti-bukti yang ada atas program prioritas
tersebut. Hasil pengujian tersebut juga akan digunakan APIP
dalam membuat kesimpulan atas kinerja program prioritas
berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah disepakati di
tahap perencanaan.

Tahap Komunikasi Hasil Audit

Setelah selesai melaksanakan penugasan  lapangan,
penyusunan simpulan, temuan dan usulan rekomendasi, APIP
perlu  mengkomunikasikan hasil audit kinerja kepada
Pimpinan/Manajemen Auditi. Sebelum melaksanakan
pembahasan akhir dengan auditi, APIP sebaiknya melakukan
pembahasan intern. Pembahasan intern perlu dihadiri seluruh
tim audit, pembahasan intern bermanfaat untuk memastikan
kembali bahwa isi dari notisi hasil audit (simpulan sementara)
telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan
cukup.

Selanjutnya, untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari
hasil pengkomunikasian hasil audit maka perlu dilakukan
pembahasan akhir secara formal dengan auditi. Pembahasan
akhir hendaknya dilakukan dengan efektif dan menghasilkan
kesepakatan. Pembahasan akhir hendaknya dihadiri oleh pihak
yang mempunyai jabatan dan kewenangan dalam pengambilan
keputusan baik dari pihak APIP maupun auditi.
Pengkomunikasian hasil audit APIP yvang di dalamnyva terdapat
rekomendasi dan saran sangat penting bagi auditi untuk

memperbaiki kelemahan dan kekurangan vang ada sesuai
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saran yvang telah diberikan APIP. Rekomendasi yang diberikan
diharapkan dapat mengurangi dampak masalah, meningkatkan
proveksi capaian kinerja, memperbaiki kelemahan pengelolaan
risiko dan pengendalian yang ada serta dapat mengurangi
tinglkkat risiko organisasi sehingga outcome dari audit kinerja

dapat tercapai.

b) Metodologi/Pendekatan dalam pelaksanaan audit kinerja
Pendekatan Integrated Performance Management System (IPMS)
yaitu sebuah pendekatan/metode pengukuran kinerja dengan
menetapkan tujuan, proses mencapai tujuan, faktor-faktor yvang
mempengaruhi  keberhasilan, dan indikator keberhasilan.
Pendekatan ini lebih tepat untuk mengukur kinerja suatu
program jangka pendek dan periodik seperti infrastruktur atau
program dengan durasi waktu tertentu baik satu tahunan
maupun lima tahunan.

Contoh membangun model IPMS

Contoh Pengembangan Model Audit Kinerja

Program Indonesia Sehat (JKNKIS)

Program : Program Indonesia Sehat penguatan pelayanan
kesehatan peningkatan mutu, peningkatan akses

dan regionalisasi rujukan

Tujuan . Keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional
bagi PBI di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan

fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut

Sasaran : Akses masyarakat terhadap pelayvanan kesehatan
yang berkualitas telah lebih berkembang dan
meningkat
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Program

Tuuan

Sasaran

Contoh Pengembangan Model Audit Kinerja

Program Pengembangan UMKM

Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM

vang berorientasi ilmu pengentahuan dan teknologi,

ekonomi dan berkelanjutan

1.

5.

Meningkatkan kemampuan UMKM yang ada

melalul pemanfaatan iptek

. Mendekatkan lembaga penelitian dengan UMKM

Menciptakan Lapangan Kerja Daerah

. Menumbuhkan embrio lembaga pemberdayaan

UMKM di Daerah

Mendayagunakan hasil-hasil penelitian di daerah

UMKM yang berpotensi berkembang
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Contoh Pembangunan Model Metodologi IPMS

[ Fipgren | |-!-|l|-|uilh|t l
Wenzelapilin
N mela
prghaler
e S0
Prarndrird dpuan rar
famaing, dur
P ‘ peTLTEn g
WMy polr i .
bt rivins v maipl
Fapsieranr de g
et i W P
. BRfhlarGidin paig
WL im
BETEELERLS Cib
Iebchag|

Program Pengembangan UMKM

R

i P : |

Crities Winck Fanary (08 ‘

Peidd Peldbianins. |5

Arafead deagan
]

Ketaatgn

[T

S

p—

FrnaEe s |

22

feltif

i LWEM
wisra legsl

Horge Baranyg ikin
E Esifn

r.r |Penniirden
Aduaih

—

TR |
Lo nkge
MWlai

DHTREEDL g

Ef1{t11

4

—_—

{
{

e

Lk
=] —

I

L

r
|

erckag drane WKW

'II e

Trkreriogg | W reengangge
Inghimgan

[ [t} |

[«

T T} LETRF o1 I | :

-

Tcazhogt varg d g b
Tl proyind

il
Mk B

e
bt

san barmngilass swl "

Perggebanrnn tlima freetsal]
Eajal

Jarleh mag yang A
il progresal

ol malia praganat

5]

Eorwt mebibchin menitoneg
ihirgin Ll

D nisssrargaaian
ndrtinisl fosl pervrimem dan
HiAgBLdin dive

QD e da
peTandasg dan

LT I TR T

L

*|

[Ty |

b et b lsins OPT dan
RN dllis' Evrgen wgy

U barmmran okt siahalan
mErhe s hrwaban

usii




Contoh Pengembangan Model Audit Kinerja Program PISEW

Program

Tujuan

Sasaran

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial
Ekonomi Wilayah (PISEW)

Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur
dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam
skala kawasan untuk meningkatkan sosial ekonomi

wilayah

Terbangunnya infrastruktur dasar slkala wilayah
kecamatan guna mendorong pengembangan sosial
dan ekonomi lokal, berdasarkan potensi atau
komoditas unggulan

Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat

dalam proses perencanaan pembangunan

Mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja

lokal dalam pembangunan

Rekapitulasi Kinerja Kompilasi Program per Aktivitas Utama

NO | Pelaksanaan | Bobot Aktivitas Utama Total
Kegiatan Lokasi | Perencanaan | Pelaksanaan | Pelaporan | Kinerja
(0} | (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Frovinsi

Kecamatan

Total Skor | 10(

14 22 4 40

47

._Capa_ia_u Kinerja

100% T 100%
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Contoh Pembangunan Model Metodologi IPMS Program PISEW

Akvlubos
Faogemm

Feesficahaan
-

Pulsksanum |

o
Crivkc sl Nwmccew
Fastor (-5 ]

Hualites Cukangan
FProgram

Fiases Pemencansan dan
EEerb AN T
Indzaztr uki

(Tingkat Provinsi)

I Shoy Faametei !

r Ess Performanae limflsatorn l
Flerigh ammya ik uitas
Tepal Gagaran | pelaksanash Program =
i a1k b e
e
=

Tepat Sasatan IF'or-gudquu-:il-r- F'\‘I_l —

Tepak Sazaran

Prcme s pereri-arie e o
pembangiian mfrastukar
yang myemieniki aspek
tphiils dlan eparak

Weerthihas| CIEL] dan FAE e rr"’“ e I-El-pun!ltnauwl-ml DED dan | —
Fesual lals 08T & [wlal=]

Fualmas Diukurgan
Program

e F-uu.nJ.l-lll
=onmultan sevus dwrgens

FPalakimaar sy
Flanruhare)

ot bt o 1 1 arn 1 L
o Ay e begivtan

Figsrs Pl sbeare sy
Pamzargurs

Fargigisaaan Dens
e mmsier al

F'-Ilﬁnlm

Kumltas Chkiangmn Program

e —d

——————

Trpual Wakilu

Felakzanaan pengadsati
pas den mohiliuas KMP
dan FA

R

1.1..\ ,
\.

ME Ak s anak an sodislis a5 Program
PESEN yang ol akisan akan dalaim
of cHnass

Frapa Koordiras tingkst [ owine I
zelambisinigs M 3o

e elersggararss penguatsn |
hapasatas Fhd melain

TART Telsh memerisa DED dan
AR garng dizusisi cieh FR

[TEFT beianggungiawak dalarm
pemeikisat hagil parencanasn

ighoiz

TEE Al tlan TEPr memy sbdssi TF
dan FLAR

EITPER Melakuran pengadsan

== |a=a Tenaga Shll Frovinsi [TRST)
dam Faailstar basyse ok at (F1)
wslambat lam Bl wi Ihem

FAobilisasf TAPT selambat- J
lambstnya Apcd 204

Y [esiizas Fa Mlnl'mb-lt-llm-ﬁl'lyll

foy 20uts

1

Eemil

Fargacaan [aa Ko el -

w

% [Promes pwrngmd st ohlike e a5 w

Fencadasn &P dan araen Talr
sanra FM oomusl dery

F'-:H-d-dnh’d-l.iandﬁ! pabai

n s

dmrgan rmstnos pemibaes s
bogreenieian

Tepat Jamink

Petakzanaanisss Kormulens
pewuia dengen ko s

Palslisara tasa ¥ onsdiars sena
chwcpart hane al [ pand ik al horgutan,
bptac wian mish perrced, rars
becritrgie]

Tupa ' piia

Ferrpakiian Harm dam
pelnhr o oe program yewem '-
g e ki -

Parpalur nn daria dlsad ki sessn
dengan sy ol nasonel yang
dERLaE=an

Pralaks wiami F-ﬁhn'lglﬂ ol 1 i O o i
irfranindtur islab cemum dergen
jwche al maroral veng disspkan

Tepas Sarat o

TRl Earn e e B g
Ird i astrubo L marnerwh: asgeeh | e . -
behirits dam bhemin vang Ty

T e Jumish

I T L Ll = ]
Tt Iman dans
s siimih I

Tepai Felaporan

Henguatar dan pelaksanssn
S mornoritorireg dan

sauzs N

Fapal Felaporan

Mak arvires ssirgachsen jang
@ikl ~

24

T lis ar e mwgierar Eonamin
reram cegan FES sy
e e g ey alipeapel SR

Tir Parbs Femrsilka s Hsell p-hrﬂa:n
ik e poreik s g o el il
erlinriaen wyng duuergk e dalen
Eegintvad ®¥milall sk Sk Pekanasn
LLENEF) swlmmtisi | srrtimorgn

Flargigur s dar s opermoans
chichuskevieeg Eaiblih g sl

TR mearudsun dar mereamoakan
lisjai iy progiam PISEW secara nardn
i

dan pericala ke Ten Bolgeggog Pigat |

TAPY menyusLm gan mn smpskan
lsfaeran progiem FRSEW secars nutn
| clan Sorlials ke PPX Prosgng

Lapotanoasiat an progiam| o0 |
s s aican Felarmbatryas targgel 7
1 £}

Siexahy tenbira Fdastrukhur teroan gun
oleh sathos ! PP Prouiro ke
Pormanriaki De-ias

Laparan pergaduan masy s ek
did cgrmerdaskian dengan bak

L apoen peogadusn mos;aak s
dimdaklanjuetiumiss




Contoh Pembangunan Model Metodologi IPMS Program PISEW
(Tingkat Kecamatan)
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Catatan: metodologi [PMS penerapannya tergantung dari
kompleksitas program prioritas yang terpilih menjadi area
pengawasan audit kinerja seperti, antara lain seberapa banyak
Perangkat Daerah yang terlibat, seberapa banyak indikator
kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang mendukung
kunci keberhasilan program tersebut. Semakin banyak Perangkat
Daerah dan indikator kinerja dalam program tersebut, maka
metodologi IPMS yang dibangun akan semakin kompleks.

Pendekatan Balance scorecard yaitu sebuah pengukuran kinerja
dengan menggunakan empat perspektif yaitu keuangan,
stakeholders, bisnis proses, dan learning process and growth.
Pendekatan tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan proses
bisnis vang ada di sektor publik. Pendekatan ini dapat digunakan
untuk program rutin/berkelanjutan secara terus mecnerus yang
berorientasi kepada keuangan, stakeholders, bisnis proses, dan
learning process and growth seperti pada proses bisnis pada unit
kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang proses bisnisnya
terus menerus sama dan berulang serta berhubungan langsung

dengan stakeholders.
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Contoh pendekatan Balance Scorecard

Ilustrasi

Tugas dan Fungsi

Terdapat suatu Instansi yang bertugas mengamankan kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau
keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk serta pungutan

negara lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku

Fungsi instansi tersebut

1)
2)

3)

)

Perumusan kebijakan teknis di bidang kepabeanan

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan
pengamanan teknis operasional yvang berkaitan dengan lalu lintas
barang yang masuk atau keluar daerah pabean termasuk juga
pungutan bea masuk

Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian
pelavanan, perijinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan
di bidang pabean

Pencegahan pelanggaran peraturan kepabeanan dan penindakan

serta penyidikan di bidang kepabeanan

Perumusan pengulkuran kinerja

1)

2)

Menetapkan tujuan organisasi

Mengamankan dan memberikan pelayanan lalu lintas barang masuk
dan keluar daerah pabean dan memungut bea masuk serta pungutan
lainnya

Menetapkan 4 perspektif

* Perspektif kepada pelanggan

Dimana menilai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
tersebut dapat memberikan pelayanan dalam kegiatan lalu lintas
barang masuk dan keluar, adapun capaian kinerja yvang digunakan
untuk mengukur dan menilai mengeunakan teknik kuesioner yang
diberikan kepada pengguna layanan instansi tersebut. Kuesioner
tersebut kemudian diclah untuk mendapatkan penilaian mengenai
pelayanan yang diberikan (kepuasan pelanggan)

* Perspektif Keuangan

Mengukur dan menilai sejauh mana instansi dalam mencapai target
penerimaan yang telah ditetapkan dan upaya-upaya dalam mencapai

target tersebut. Capaian kinerjanya adalah rasio realisasi penerimaan
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masuk dibandingkan dengan target serta potensi

» Perspektif pengembangan proses internal

Mengukur dan menilai sejauh mana upaya yang dilakuka instansi
dalam mengembangkan proses internal organisasi schingga
pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Capaian kinerja yang
diukur dalam perspektif ini adalah ratarata waktu penyelesaian ijin
dibandingkan dengan target serta ketentuan yang berlaku

« Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Mengukur dan menilai sejauh mana instansi berupaya
mengembangkan SDM yang dimiliki sechingga pelaksanaan tugas dan
fungsi dapat berjalan dengan baik. Adapun capaian kinerja yang
diukur berdasarkan rasio realisasi jumlah staf yang mengikuti
Pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kepabeanan dibandingkan

dengan target vang telah ditetapkan.

Penetapan Critical Success Factor (CSF), Indikator Utama Kinerja
(KPI) dan Penilaian
1. Pelanggan 25%
Kepuasan pelanggan (CSF)
KPI
Jumlah keluhan pelanggan 60% -> 60
Survei pelanggan 40% -> 20
(60+20) x 25 = 20%
2. Keuangan 25%
Penerimaan dengan target yang telah ditetapkan
KPI
Jumlah penerimaan dalam satu periode 100%
3. Proses internal organisasi 25%
Penyelesaian pelayanan perijinan
KFI
Jumlah waktu pemberian ijin 100%
4. Pembelajaran dan pertumbuhan 25%
Pegawai yang mempunyai kompetensi/ pengetahuan dengan
pekerjaanya
KPI

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan 100%
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- Pendekatan Logic yaitu suatu metode pengukuran yang
menguraikan hubungan sebab akibat antara berbagai komponen
program dengan dengan komponen indikator kinerja seperti
input, output, dan outcome. Pendekatan ini biasanya digunakan
untuk mengevaluasi pencapaian suatu program /kegiatan.

Contoh pendekatan Logic
Contoh Metode Logic
Untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran instansi/organisasi

terdapat beberapa program dan beberapa program tersebut terdiri dari

berbagai kegiatan seperti contoh di bawah ko b

| No | Tujuan Program ' Kegiatan N
1 Peningkatan Diklat dan | - Diklat untuk penyuluh
kualitas penyuluhan kesehatan masyarakat
pelayanan kesehatan - Penyuluhan kesehatan
kesehatan masyaralkal masyarakat
masyarakat | dilingkungan
Pengadaaan - Rehabilitasi ruang
sarana/ prasarana bedah
kesehatan - Pengadaan peralatan
medis
Pelayanan ' - Perbaikan gizi
kesehatan gizi dan masyarakat
pengadaan - Pengadaan obat generik
obat-obatan

Yang pertama adalah mengukur kegiatan vang ada akan mendukung
keberhasilan program dan tujuan, dengan demikian apabila program
tersebut tercapai kinerjanya maka tujuan dapat dikatakan berhasil atau

tercapai. Seperti contoh:

Program | Kegiatan
|Uraian Indikator “|Satuan |Tar get |Reali sasi | Capaian
_ Kinerja _
Diklat dan |Diklat Input: Dana dan ERp dan |1000 (1000 100%
Penyuluhan |Untuk SDM ! Orang |20 20 100%
Kesehatan |penyuluh Output: ‘Orang |30 30 100%,
Masyarakat |kesehatan  penyuluh
dan kesehatan ‘
Lingkungan | Outcome: Orang |30 30 100%
l Penyuluh
‘memahami
Kesehatan
masyarakat ‘
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- 'Penyuluhan |Input: Dana dan Rp dan [1000 |1000 100%
Keschatan |SDM Orang |10 20 100%
Lingkungan [Output: jumlah |Kec/ |20/10 '20/10 100%
kecamatan/ Orang
orang | _
Outcome: Kec/ 20/10 [20/10 100%
Masyarakat Orang
memahami
Kesehatan
lingkungan
Pengadaan | Rehabilitasi |Input: Rp dan|1000 [1000 100%
Sarana/ Ruang Dana dan SDM |Orang |4 4 100%
Prasarana |Bedah Output: Ruang |Unit 1 1 100%
Keschatan Bedah seclesai
idirehab
‘Outcome: Unit 1 1 100%
Bertambahanya
kapasitas
ruangan
Pengadaan |Input: Dana dan [Rp dan| 1000 1000 | 100%
Peralatan SDM Orang |4 o | 100%:
Medis Output: Unit |2 2 ' 100%
Terlaksananya
Pengadaan | B
Outcome:; Unit @2 2 ' 100%
Perlatan medis
tersedia, siap
o digunakan
Péia}ranan Perbaikan Input: Dana dan |Rp dan|1000 1000 | 100%
Kesehatan |Gizi sSDM Orang |10 10 100%
Gizi dan Masyarakat |Output:Jumlah |Orang 30 130 100%
Penyediaan masyarakat ikut
Obat- 'program
obatan  kesehatan gizi
Outcome: Orang |30 30 1100%
Masyvarakat
vang terlayani
Pengadaan Input: Dana dan Rp dan|1000 |1000 100%
Obat SDM Orang |10 10 100%
generik Output: Orang |5 5 100%
terlaksananya
pengadaan obat
Outcome: Obat |Orang |5 '5 100%

|generic tersedia

Contoh 1 Kerangka Logis

* Diklat terlaksana dengan baik maka diperoleh penyuluh kesehatan
yvang lulus diklat

* Jika Penyuluh kesehatan lulus diklat maka penyuluh memahami

kesehatan lingkungan
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« Jika Penyvuluh memahami kesehatan lingkungan maka penyuluh
dapat melayani masyarakat dengan baik
Simpulannya keberhasilan diklat dan penyuluhan diukur dengan telah
pahamnya penyuluh kesehatan akan kesehatan lingkungan
Contoh 2 Kerangka Logis
» Ruang bedah direhabilitasi maka tersedia ruang bedah yang siap
digunakan
« Ruang bedah siap digunakan maka kapasitas akan meningkat
Simpulannya keberhasilan rehabilitasi ruang bedah diukur dengan telah
siapnya ruang bedah sebagal sarana untuk menambah kapasitas pasien
Dengan teknik yang sama semua kegiatan diukur capaian kinerjanya
sehingga diperoleh persentase capaian kinerja untuk masing-masing
kegiatan. Selanjutnya dilakukan proses kristalisasi dengan cara
menyatukan ketiga program untuk mendukung tujuan, jika semua
program terlaksana dengan baik maka tujuan instansi dinilai berhasil
begitupun sebaliknya
c) Kompetensi Kebutuhan SDM
Dalam pelaksanaan tugas, APIP wajib mengikuti standar audit
vang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan suatu audit kinerja,
APIP perlu mempunyai kompetensi dan kecermatan profesional
(standar 2000, AAIPlI) mengenai audit kinerja. Kompetensi
tersebut didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan
pengalaman dalam melakukan audit kinerja (Knowledge, Skill,
dan Attitude). Selain itu, APIP dapat menggunakan tenaga ahli
mnternal ataupun eksternal (Standar 2014, AAIPI), apabila tidak
ada SDM APIP yang mempunyai keahlian yang diharapkan.
Dengan kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa SDM APIP yang
melakukan audit kinerja adalah SDM APIP yang telah terlatih
untuk melakukan audit kinerja, memahami pengukuran kinerja
dan memahami proses bisnis auditi. APIP harus mampu menjadi
early warning system kepada pimpinan organisasi untuk
melakukan tindakan-tindakan perbaikan. APIP perlu memiliki
pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang teknis vang

selaras dengan proses bisnis auditi.
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Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja

Audit kinerja hendaknya dilaksanakan atas auditi vang telah
memiliki indikator kinerja sebagai ukuran kinerjanya. APIP dapat
menilai kelavakan indikator kinerja auditi dengan memperhatikan
standar pelayanan minimal, tujuan strategis organisasi, best practice
serta pertimbangan profesional APIP. Adapun syarat indikator
kinerja yang baik yaitu dapat diukur, relevan, dan mudah dimengerti
serta dapat memberikan informasi yang tepat tentang capaian

kinerja. Berikut adalah contoh reviu indikator kinerja:

| Mo Sasaran | Indikator Spesifik | Dapat Relevan Sararn |
Strategis Kinerja diukur Ind_i.kator_
Penggeant
1 |Meningkat nya|% penerbitan|Ya Ya Ya =
Ketepatan walkttu|[IMB yang
penerbitan IMB | sesuail dengan
standar waktu
layanan
‘Meningkat nyalJumlah Ya Ya Ya 5
kepastian 'perubahan/
hukum atas tata revisi atas
ruang dan | rencana tata
|wilayah ‘ruang/ wilavah -
|Meningkat nya % retribusi IMB (Ya Ya fidalc, Retribusi % IMB tahun
pajak/ retribusi yang akurat Vang akurat|ini dibanding
| daerah atas tidak berati ada/kan dengan|
[layanan IMB peningkatan tehun
retribusi sebelumnya
Tabel 1.3 Contoh Reviu Indikator Kinerja
Indikator kinerja hendaknya dapat digunakan untuk

mengidentifikasi area-area kritis dari proses bisnis auditi sebagai
dasar pengembangan Critical Success Factor (CSF), dan penilaian
register risiko strategis auditi. Critical Success Factor (CSF) adalah
clemen-elemen yang diperlukan bagi organisasi atau program untuk
mencapal misinya. Pada dasarnya perumusan indikator kinerja
merupakan tanggung jawab pihak manajemen auditi. Penetapan
indikator kinerja dan skala pengukuran kinerja hendaknva melalui

kesepakatan APIP

memperhatikan risiko strategis, proses bisnis auditi dan tujuan dari

bersama  antara dan  auditi dengan

program strategis. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
kegiatan/program dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator
kinerja tersebut terdiri atas input, output, outcome, manfaat dan

dampak. Untuk gradasi/skala pengukuran kinerja sebaiknyva juga
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disepakati dengan auditi, berikut adalah contoh skala pengukuran

kinerja yang biasa digunakan:

Skor | Kategori
85 < skor = 100 Berhasil
70 = skor < 85 Cukup Berhasil
50 = skor < 70 Kurang Berhasil
B 0 < skor < 50 Tidak Berhasil |

Contoh Tabel 1.4 Skala Pengukuran Kinerja

Konsep Ekonomis, Efisiensi dan Efelktif

J iansackes ‘._,_._._.,u.. e

—H=-H=H="

e e e e T T wvm—t

P adei 1

He

Gambar 1.4 Konsep Aspek Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas (3E)

» Pengertian Ekonomis

Ekonomis berkaitan dengan perolchan sumber daya yang akan
digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas,
dan kuantitas yang tepat. Ekonomis berarti meminimalkan biaya
perolehan input yang akan digunakandalam proses, dengan tetap
menjaga kualitas dan standar vang diterapkan. Audit atas aspek
ekonomis meliputi:

- Apakah barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas,
fungsi, dan kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah
dibandingkan dengan barang atau jasa yang sama yang terdapat
dalam standar harga/e-catalog dan harga asosiasi; dan

- Apakah barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang
lebih bagus dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa
dengan harga vang sama yvang terdapat dalam standar harga/
e-catalog dan harga asosiasi

* Pengertian Efisiensi
Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output.
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Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum

dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah

untuk mencapai keluaran tertentu. Audit atas aspek efisiensi

meliputi:

- Apakah input yang tersedia untuk menghasilkan barang/ jasa
telah dipakai secara optimal;

- Apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit
input;

- Apakah output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan
kualitas dapat diperoleh dari input yang digunakan.

Pengertian Efcktivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan

dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan

vang dicapai (outcomes). Efektil berarti output yang dihasilkan

telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Audit atas aspek

efektivitas meliputi:

- Apakah output yang dihasilkan telah dimanfaatkan
sebagaimana diharapkan;

- Apakah output yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang
ditetapkan;

- Apakah outcome yang dinyatakan berasal dari output yang
dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkungan luar.

Untuk yang lebih luas lagi, efektivitas dapat juga dilihat dari

outcomes berupa dampak, akan tetapi pengukuran efektivitas

sampai pada dampak memerlukan ruang lingkup pengukuran

kinerja yang lebih luas dan besar, sehingga untuk sampai saat ini

pengukuran ecfektivitas hanya berupa manfaat output dari

tujuan/sasaran yang ingin dicapai.

Contoh ilustrasi aspek 3E

Pemerintah Daerah ABC mempunyai program pelayanan bus yang
bertujuan untuk mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi di
dalam kota sesuai dengan Pergub No.100/Gub/1/2016. Outputnya
berupa pelayanan bus yang diukur dengan jumlah kilometer yang
ditempuh. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, Pemerintah
Daerah ABC melakukan pengadaan pembelian bus baru. Berdasarkan
Standar Satuan Harga/E-Catalog/HPS/Standar Harga vang ditetapkan
asosiasi diketahui bahwa harga standar bus dengan merk A scbesar
Rp1.025.000.000 dan merk B sebesar Rp1.050.000.000
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Qetelah dilakukan tender, pemerintah daerah ABC menjatuhkan
pilihannya pada dealer X dengan merk A, diketahui dealer X menawarkan
bus merk A seharga Rpl.000.000.000 per unit dibanding dealer Y yang
menawarkan bus merk A seharga Rpl.100.000.000. Dapat disimpulkan
pemerintah daerah ABC telah meclakukan penghematan atau bertindak
ekonomis (hubungan antara biaya input dengan standar satuan harga)
sebesar Rp25.000.000,00.

Pemnda ABC juga mendapatkan bantuan hibah unit bus merk B dari
pemerintah pusat.

Dalam operasional setahun diketahui biaya pengoperasian setahun
bus merk A Rp500.000.000,00 sedangkan biaya pengoperasian bus merk
B juga Rp500.000.000,00. Kilometer yang dilayani bus A sebanyak
250.000 km setahun, sedangkan bus B sebanyak 275.000 km setahun.
Akan tetapi, dengan bus A penggunaan kendaraan pribadi turun 20%,
sedangkan dengan bus B, penggunaan kendaraan pribadi turun 10%.

Kesimpulan dari sisi efektivitas (hubungan antara output dan
outcome) penggunaan bus A lebih efektif, sedangkan dari sisi efisiensi
(hubungan antara input dan output) penggunaan bus B lebih efisien
daripada bus A. Perbedaan ini disebabkan bus B memang mempunyai
jarak tempuh yang lebih jauh, tetapi tingkat kenyamanan yang kurang
memadai, sehingpa masyarakat tidak serta-merta menggunakan bus B
sebagai kendaraan pengganti mobil pribadi.

Contoh Efisiensi:

Berikut kriteria kinerja (efisiensi) yang dibangun dari tujuan Pemda
ABC dalam mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi sebagai
berikut:

'_MEl_: _ Jumlah tempus Bus (km) Kriteria Nilai ]
'Bus A 0 s.d 150.000 km 'Kurang 0-25,0
150.001 s.d 250.000 km | Cukup 25,1-50,0
250.001 s.d 300.000 km Baik 50,1-75,0
_ 300.001 s.d 350.000 km Sangat Baik 75,1-100
Bus B 0 s.d 150.000 km Kurang 0-25,0 |
150.001 s.d 250.000 km Cukup 25,1-50,0
250.001 s.d 300.000 km Baik o0,1-75,0
300.001 s.d 350.000 km Sangat Baik | 75,1-100

Contoh Efektivitas:
Kriteria kinerja (efektivitas) yang dibangun dari tujuan Pemda ABC

dalam mengurangi tingkat penggunaan kendaraan pribadi sebagai
berikut:

Merk |Tingkat Penggunaan Kendaraan | Kriteria Nilai
Pribadi

Bus A kendaraan pribadi berkurang 0%-  Kurang 0-25,0
oo
kendaraan pribadi berkurang Cukup 25,1-50,0
5,1%-15% |




kendaraan pribadi berkurang 15.1-  Baik 50,1-75,0
30% __ i
kendaraan pribadi  berkurang | Sangat Baik | 75,1-100
=30%
Bus B | kendaraan pribadi berkurang 0%- Kurang 0-25,0
5% _ N
kendaraan pribadi  berkurang | Cukup 25,1-50,0
5,1%-15%
kendaraan pribadi berkurang 15,1- | Baik 50,1-75,0
- 30% _ _
kendaraan  pribadi berkurang | Sangat Baik | 75,1-100
=30% |
Kriteria Nilai Kinerja vang menjadi acuan APIP sebagai berikut: _
Skor ' Kategori N
85 = skor = 100 Berhasil
70 < skor < 85 Cukup Berhasil
50 < skor < 70 - Kurang Berhasil
| 0 = skor < 50 Tidak Berhasil

Hasil Kinerja setelah dilakukan Audit Kinerja oleh APIP

No | Aspek Bobot | Parameter ‘Jenis Nilai Skor
A. | Aspek 40
Kebijakan
1. |Komitmen |50% | Terdapat Y/T 100 20
Pemda peraturan daerah
terkaitprogram
pelayvanan bus
2. Anggaran S0% Terdapat YiT 100 20
anggaran
operasional
transportast
Nilai Kinerja Aspek Kebijakan 40
B. | Aspek | 60
Pelaksanaan
1. | Ekonomis 15% pemilihan dealer 100 9
15% | bantuan hibah 100 9
2. | Efisiensi 30% | jarak tempuh Tabulasi | 56,25 | 10,125
3. | Efektivitas 40% berkurangnya | Tabulasi | 50 12
tingkat
| penggunaan
) | kendaraan pribadi
Nilgi Kinerja Aspek Pelaksanaan 40,125
Total Kinerja Aspek Kebijakan + Aspek 80,125
|| Pelaksanaan

Kesimpulan dari skor kesecluruhan aspek kinerja adalah 80,125 atau
dalam kriteria “Cukup Berhasil”
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Ekonomis

Aspek ekonomis adalah aspek kinerja yang berkaitan dengan sumber daya
(input). Dikatakan ekonomis jika pengadaan sumber dava dalam jumlah
dan mutu yang tepat, pada waktu yang tepat dan biaya yang lebih rendah

dari Standar Satuan Harga (SSH) atau standar lain vang berlaku.

No | Nama Kegiatan dan Belanja Realisasi Standar Satuan
Belanja Harga
1 | Total Belanja xx 100 150
2 | Belanja yang sesuai Standar 50%o |
3 |Belanja vang tidak melebihi 90%
Standar
Efisiensi

Aspek kinerja yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh (output),

dikatakan efisien apabila:

a. Menghasilkan output yang lebih besar dari yang direncanakan (melebihi
target) dengan menggunakan input tertentu (sesuai rencanal

b. Menghasilkan output yang tetap (sesuai target) tetapi input yang
digunakan lebih rendah dari yang direncanakan

No | Rincian Kegiatan/Belanja Kriteria Pelaksanaan
1  Kegiatan sesuai jadwal 30 Februari 2020 | Telah Sesuai
2 | Jumlah hari pelaksanaan | 30 Kegiatan Telah Sesuai
sesuai dengan jadwal dalam 60 hari
3 Ukuran  Proses/Kualitas | Sesuai dengan Sesuail
(dengan rincian tertentu) RAB/Rencana
| . Awal fusulan

Efektivitas
Aspek kinerja yang berkaitan dengan tingkat pemanfaatan output dalam

mencapal tujuan/sasaran/outcome yang ditetapkan. Dikatakan efektif

apabila output vang dihasilkannya dapat memenuhi
tujuan/sasaran/outcome yang ditetapkan.

No Kegiatan/ Capaian Pemanfaatan Capaian

Program Output Output Outcome
1 Kegiatan A | Target=realisasi | 100% 100%
) (100%)
2 Kegiatan C 100% 100%
3 Kegiatan C 100% 100% J
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Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko ini

adalah sebagai berikut:

e Bab I Pendahuluan
Bab ini membahas latar belakang dan Grand Design Audit Kinerja
Berbasis Risiko dalam Peningkatan Kapabilitas APIP; Pengertian,
karakteristik, tujuan dan ruang lingkup audit kinerja serta
tahapan, metodologi dan kompetensi kebutuhan SDM dalam
melakukan audit kinerja; Penjelasan mengenai pemilihan dan
penetapan indikator kinerja serta konsep 3E.

e Bab Il Perencanaan Audit Kinerja
Bab ini membahas mengenai persiapan, penentuan tujuan dan
ruang lingkup audit kinerja; pemahaman proses bisnis auditi,
identifikasi dan penilaian risiko utama serta desain pengendalian
utama; Kesepakatan penetapan indikator kinerja, bobot penilaian
dengan auditi dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan
dan penyusunan PKA

« Bab Il Pelaksanaan Audit Kinerja
Bab ini membahas mengenai pengumpulan dan pengujian bukt
atas penetapan indikator kinerja yang telah disepakati serta
pelaksanaan PKA Pengujian dengan menggunakan teknik audit
dan teknik sampel vang memadai; Melakukan pengujian bukti
terkait aspek ketaatan, aspek 3E dan capaian hasil kinerja serta
mengidentifikasi penyebab capaian kinerja yang tidak optimal
dengan melakukan pengujian atas risiko utama dan efektivitas
pengendalian utama; Menyusun temuan dan simpulan hasil audit
vang didukung dengan pendokumentasian hasil audit

s Bab IV Pengkomunikasian Hasil Audit dan Tindak Lanjut
Bab in1 membahas mengenai pengkomunikasian hasil audit vang
dilakukan pembahasan bersama dengan auditi dan dituangkan
dalam Berita Acara kesepakatan. Setelah itu, dilakukan
penyusunan dan penyampaian hasil laporan pengawasan yang

disertai dengan monitoring tindak lanjut hasil audit.
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BAB II

Perencanaan Audit Kinerja

1. Gambaran Umum Perencanaan Audit Kinerja
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Gambar 2.1 Gambaran Umum Perencanaan Audit Kinerja

Tahapan perencanaan audit kinerja terdiri dari: persiapan
penugasan, penentuan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman
proses bisnis, identifikasi dan penilaian risiko utama serta desain
pengendalian utama, penetapan indikator kinerja, bobot dan

penyusunan PKA rencana pengujian.

Persiapan
Persiapan penugasan audit kinerja diperlukan untuk memastikan

audit kinerja dapat dilaksanakan dengan baik. Audit kinerja
dilakukan atas area pengawasan yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Berikut adalah

hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain;
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a) Mengidentifikasi mandat/kewenangan APIP, kehijakan dan
peraturan umum terkait program dan informasi yang relevan atas
program prioritas yang terpilih. Hal tersebut dapat diperoleh
melalui dokumen Internal Audit Chapter (IAC), RPJMD, Renstra,
[su terkini, besaran anggaran, dan kejadian temuan tahun
sebelumnya. Hasil identifikasi ini dapat dijadikan Potencial Audit
Objective (PAQ).

b) Mempersiapkan tim dan surat penugasan dengan
memperhatikan kompetensi dan keahlian secara kolektif sesuai
dengan penugasan yvang akan dilakukan.

¢] Mengalokasikan dan menetapkan sumber dayva vang sesual
untuk mencapai sasaran penugasan audit dalam pembuatan

Program Kerja Audit (PKA) Perencanaan.

. Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup

Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit merupakan proses kritis

pada awal penugasan. Kegagalan menetapkan tujuan dan ruang

lingkup audit secara jelas dapat membuat pekerjaan tim tidak
selaras dengan penugasan.

a) Agar sasaran/tujuan audit kinerja dapat dicapai, APIP perlu
menelapkan ruang lingkup penugasan yang memadal.
Pernyataan ruang lingkup perlu dibuat untuk menjelaskan apa
yang tercakup dan tidak tercakup di dalam penugasan

b) Tujuan audit kinerja yaitu APIP melaksanakan pengukuran,
penilaian dan pelaporan atas aspek ketaatan dan aspek 3E atas
capaian kinerja program prioritas,

c) Selain itu, APIP dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan
tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian pada auditi
sehingga outcome audit kinerja dapat tercapai.

Adapun ruang lingkup yang terkait audit kinerja berbasis risiko

dalam pedoman umum ini adalah program prioritas (area

pengawasan) periode tertentu yang ditetapkan dalam PPBR, menjadi
concern/perhatian pimpinan daerah dan telah memiliki indikator

kinerja sehingga APIP dapat melaksanakan penugasan audit kinerja.
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4. Pemahaman Proses Bisnis Auditi
Setelah APIP menentukan tujuan dan ruang lingkupnya, maka tahap
selanjutnya adalah pemahaman proses bisnis auditi oleh APIP. Hal
tersebut dilakukan agar APIP memahami kegiatan pokok, tugas dan
fungsi, isu dan permasalahan yang dihadapi, peraturan yang terkait
dengan program prioritas, anggaran yang diperoleh, informasi
mengenai penerapan lingkungan pengendalian yang mendukung
keberhasilan program serta data umum lainnya yang relevan. APIP
dalam pemahaman proses bisnis perlu  mendalami dan
mengidentifikasi seluruh tingkatan pencapaian tujuan organisasi
baik dari operasional dan tujuan strategis. Adapun hal-hal vang

perlu dilakukan dalam pemahaman proses bisnis auditi yaitu:

a) Identifikasi keselarasan antara program prioritas di Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , Rencana
Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dengan Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) masing-masing OPD yang terkait dengan
programprioritas untuk mengantisipasi kemungkinan adanya
revisi RPBJMD dari Kepala Daecrah.

Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka
bisa dilanjutkan pada langkah berikutnya

41



Contoh Kertas Kerja Penyelasaran

Kertas Kerja Untuk Menilal Keselarasan Antara Program Priortas di RPIMD, AKFD, dengan Renstra dan RKT Masing-Masing 0D

fims Pemerintzh Dzerah !
RiMDRENTS REIND “Tahun ..ed
A Vist APIMD
B Risi BRIMD
L Tufisn Srategs
0 Indikator Tujuam Stamegle T
E Sasaran Stratels i =
F. Indiketer Saran Srategls  fo
G Target Tahunan Pencapeian Si . —
i Frogram Pricebs Tetka g o
B Irciator Program PAOREE s .
C Kegiatan
i Irdfkator Kegraton
RENETRA CFL:
e Program: T
B diEtor Pragam
L Feglan 0 e
] Inadikcator Kegiatan St T
P Lhama P e ] sduungl: .. DPD Pt ;o 07D Pendukung I, dst
APIAD GEII;:: mgmmprﬁé%m | Pfﬂiﬂrﬂ?*wuruﬁﬁﬁ e bang - el ng S
Pandibies Pendukurg | Pendubung | Pendubung Perdubuny PeAddsiing ?eﬂduhmg F'eﬂ:hrltun;

Lralan Brograml | | { [ {

REIMD vt 4 PR N | onian | o | wian | Ne | waiem H'[I? Uralan | N | Ueias | N | Ursian | Mo Ilaru'arl Ne | Ussiin

1 (3 Bl Tal e Mool w "o pe Tool m (s [ow Tos ! pe [im ]

i !
1 |

Kererangae:
1 Diis dangan Limian Frogram RRIMD
L Disl dengan Indikater Program RFIND
1 (IFD Whim Progran Priovitas dilcikan nama OPD PemitiyPetaksana Program Prlortas Tersebid
4, Program Fendulung dan Eegiatan Pencubung pads 0FD Utams Program Prinritas adalzh Program dan Kegatan yang mencukung peltasanaar Programm Prioeitas pads OPD Utama
5

0PD Perdung, 0PD Pendukung, OPD Pendukang i, st diskan nama OPD yarg memiil Program tan Begatan yang msndukung Pragam Priritas [fka ada)

Identifikasi dan evaluasi ketepatan Indikator Kinerja Utama (IKU)
di RPJMD, apakah indikator kinerja utama atas program prioritas
yang ada di RPJMD telah cukup/layak untuk digunakan dan
dijadikan ukuran dalam pencapaian program prioritas sehingga
diharapkan IKU yang ada dapat menggambarkan pencapaian
program prioritas.

Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBER maka
bisa dilanjutkan pada langkah berikutnya
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Contoh kertas kerja evaluasi ketepatan IKU

KERTAS KERIA EVALUASI KETEPATAN IKU

A Nama Pemda
B RPIMD Tahun  FETRL L . R
c Tahun Anggaran TSy A
Indikator Kinerja Utama :
W Seminfomas Uraian IKK +Mdﬁn Lh‘leasureabie_LHetevant B ST
(1) (2) (3) (4 {5} (6] (7}
Keterangan:
A Diisi Nama Pemda
B. Diist Tahwn RPIMD
G Diisi Tahun Anggaran Berkenaan
) Diisi Nomor Urut
12) Diisi Sasaran Strategis
13 Diisi Uratan IKU

(4)-{6)  Diisi Ya atau Tidak
1?] lika terhadap KU ada yang tidak memenuhi atribut, maka disarankan untuk IKU Pengganti

b) Identifikasi dan analisis kondisi sistem pengendalian intern
terkait dengan unsur dan sub unsur lingkungan pengendalian.
Analisis dilakukan untuk memperoleh informasi awal apakah
lingkungan pengendalian kondusif/memadai untuk mendukung
capaian program prioritas
Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka
bisa dilanjutkan pada langkah berikutnya



Contoh kertas kerja kondisi lingkungan pengendalian

KERTAS KERIA EVALUAS| KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN
A Nama Pemerintah Dasrah :
B Tahun Penilaian

Rencana Tindak '
Kondisl Lingkungan Pengendalian Yang Kurang Penanggung | Target Waktu

No Mermadal Perbaikan Lingkungan Jaiiah Pafvelesian
Pengendalian
M 2 . 3) (4) B

|. Penegakan Integritas dan Nilai Etika

1. |diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP}
2.
3.
II, Komitmen Terhadap Kompetensi

1. |diambil darl masing-masing sub-sub unsur {SPIF)

llI. Kepemimpinan Yang Kondusif
1. |diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)

IV, Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan
1. |diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)

V. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung lawab Yang Tepat
1 |diambil dari masing-masing sub-sub unsur [SPIP)
P
3,
VI, Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Serta Praktik Yang Sehat Mengenai Pembinaan SDM
1, |diambil dari masing-masing sub-sub unsur {SPIP)
2,
3
VIl Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif
1 |diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP) |
12,
3.
VIII. Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait
1. |diambil darl masing-masing sub-sub unsur {SPIP)
2
3

Keterangan:

A Diisi Nama Pemerintah Daerah

B Diist Mama Penilaian

1)  Diistkan Nomor Urut

12} Diisi Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Kurang Memadal per Sub Unsur Lingkungan Pengendallan
TH} Diisl Rencana Tindak Perbaikan Terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian

14} Diisl nama OPD penanggung jawab Rencana Tindak Perbaikan

TE} Diisi target waktu penyelesaian
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¢) Identifikasi program prioritas terkait dengan regulasi/pedoman,
juklak/juknis, kebijakan teknis dan Standard Operating
Procedure (SOP) yang ada dari Perangkat Daerah yang terkait
dengan program prioritas.
Identifikasi aktor/pelaksana program prioritas yaitu Perangkat
Daerah Utama dan Perangkat Daerah Pendukung termasuk
peran, tugas pokok dan fungsi dan proses hisnis dari Perangkat
Daerah tersebut sampai dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada
unit-unit teknis terkait beserta struktur organisasi.

d) ldentifikasi area-area kritis mana saja yvang menjadi proses bisnis
dari aktor/pelaksana program tersebut, pelajari informasi hasil
audit sebelumnya, issue/permasalahan atas program, kemudian
area kritis tersebut dikembangkan untuk dapat dijadikan Critical
Success Factor (CSF).

Pada saat pemahaman proses bisnis auditi, APIP dapat menilai
kelayakan (reviu) indikator kinerja yang telah ada dengan
memperhatikan standar pelayanan minimal, tujuan strategis

organisasi, best practice serta pertimbangan profesional APIP.



St

IR IF0I]
BUBSNE[ad /ITuad ¢

rmrelgsold CIIeISold
BuESMR[ad /AI[TWad € BUBSHE[ /I ] " |
J.LL BUIE N CLLL BLUBN
INCALASIA /LLVMVAESIA
00T TV.LOL
OT HHH | 4AdO | CZ I | MVALL | MVALL | SVALL 9 48D | 9 1d¥ q|
o1 ddd | | ado - VA VA | VA ¢ 48D | v ®
- .
0g HHH dado | M Id¥ | MVdLL | VALl | MvdlL t ASD Pl dd| T ‘q
0g aad addo | TAIdd VA VA VA £ d8D eE| "B
z
o1 gag | 9 ddo | X IdM | MVALL | MIVAILL | MvdrL | g 480 z I3 q
01 VVV vV ado - VA VA VA I 48D L IdM =
-Hmmﬂ.muﬂuhvnm. I
(1sD) 1mory 1/ (1d31) o
nuesdduad 5 S8200NG I0JBDTPU] LeyeiEay
1oqog Uejersoy AdO | zoyexyipu T H TeanIy) ansurwIojIad stdojens
uB[nsn 100y /ueisg uBIBEg | UBAI[Y 1edeq | grsadg STILIY Boay Koy uUBIEsSEg OpN

eliaurs] JojesIpuU] 18I0, NIASy YojuoD

JIojeyIpul niaax elzay sejiay gojuod



ldentifikasi dan Penilaian Risiko Utama serta Desain Pengendalian
Utama

Tujuan dari tahap identifikasi risiko adalah untuk menentukan
risiko-risiko utama yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja
program prioritas. Adapun pengertian dari risiko utama adalah risiko
strategis yang menganggu pencapaian tujuan organisasi atau risiko
inheren yang dikategorikan sebagai risiko tinggi/risiko sangat tinggi.
Risiko strategis Pemda yang merupakan risiko strategis dan risiko
operasional lintas Perangkat Daerah yang penanganannya tidak
dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah tertentu/bukan
kewenangan Perangkat Daerah tertentu, sehingga memerlukan
penanganan Kepala Daerah. APIP perlu dapat mengidentifikasi risiko
vang menghambat pencapaian kinerja program atau dengan kata
lain risiko di level mana yang belum ditangani dengan baik yang
menganggu pencapaian tujuan strategis Pemda, apakah di level
strategis Pemda, strategis Perangkat Daerah atau operasional
Perangkatl Daerah.

Identifikasi dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan
memanfaatkan register risiko dan profil risiko auditi yang telah
divalidasi sesuai jenjangnya, apakah divalidasi Kepala Daerah atau
pimpinan Perangkat Daerah yang disertai dengan data dukung
berupa analisis dokumen, Standard Operating Procedure (SOP), dan
laporan kegiatan. APIP perlu melakukan penilaian register risiko
(evaluasi register risiko) untuk memastikan validitas register risiko
auditi. Hal tersebut karena register risiko manajemen risiko Pemda
sebagian besar masih dalam tahap pengembangan/penerapan awal
sehingga register risiko tersebut belum dapat diandalkan
sepenuhnya (mengingat kematangan manajemen Ttisiko belum
mencapai Level 4).

Evaluasi register risiko auditi dapat dilakukan dengan melakukan
brainstorming dengan pimpinan Perangkat Daerah yang terkait
prograrmn prioritas, dan pegawai kuneci yvang
menjalankan /mengetahui program tersebut disertai hasil analisis
atas data historis, benchmarking, hasil riset dan hasil kajian
mengenai risiko (sebab, dampak, kemungkinan terjadinya). Hasil
dari evaluasi register risiko tersebut maka APIP dapat membuat
daftar risiko-risiko utama baik pada risiko strategis Pemda, risiko
strategis Perangkat Daerah dan risiko operasional Perangkat Daerah
yvang berpotensi menghambat pencapaian program proritas.
Catatan: Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka
bisa dilanjutkan pada langkah berikutnya
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APIP mengidentifikasi, menilai, dan menetapkan risiko-risiko yang
ada pada proses bisnis auditi dan mengidentifikasi risiko
utama/risiko inheren vyang tinggi/sangat tinggi yang dapat
menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Setelah mendapatkan risiko utama, APIP mengidentifikasi
pengendalianpengendalian atas daftar risiko-risiko utama yang telah
ter identifikasi. Pengendalian yang telah ada pada daftar risiko utama
(tinggi dan sangat tinggi} tersebut kemudian APIP mengidentifikasi
pengendalian utamanya. Pengendalian utama yang telah ditetapkan
kemudian diberikan simpulan atas kecukupan desain pengendalian

utama terhadap risiko utama.
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Identifikasi dan penilaian kecukupan desain pengendalian utama
diharapkan dapat menentukan bahwa proses kegiatan yang utama
telah dilakukan pengendalian dan dievaluasi secara rutin serta telah
sesuai dengan proses penilaian risiko yang ada untuk dapat
meminimalisir kegagalan dan dampak yang timbul akibat
pengendalian utama tersebut tidak dijalankan. Setelah melakukan
penyimpulan atas kecukupan desain pengendalian utama atas daftar
risiko utama. APIP berdiskusi dengan auditi/manajemen untuk
menyepakati indikator kinerja, bobot penilaian dan membangun
model/metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit
kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja, Bobot Penilaian dan Penyusunan
Rencana Pengujian

Dalam audit kinerja, APIP seyogyanya menetapkan/memilih audit
kinerja atas program prioritas yang telah memiliki indikator kinerja.
Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan APIP adalah indikator
kinerja yang ada tersebut seyogyanya pada tahap perencanaan telah
dilakukan reviu kelayakan oleh APIP, telah dilakukan pembahasan
dan kesepakatan dengan pihak auditi/manajemen atas indikator
kinerja, bobot penilaian dan skala/gradasi pengukuran kinerja. Hasil
pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan
antara auditor dengan auditi. Langkah terakhir dalam penyusunan
perencanaan audit kinerja adalah menyusun program kerja audit
termasuk rencana pengujian rineci (Program Kerja Audit Pelaksanaan)
dan alokasi sumber daya mengenai anggaran waktu pengujian serta
dana vang diperlukan untuk melaksanakan penugasan. Pada proses
ini diperlukan pengalaman APIP dalam menentukan dan membuat
rencana pengujian, penentuan jumlah waktu, biaya dan jadwal
pengujian agar dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam penyusunan rencana pengujian perlu memperhatikan tujuan
audit dan ruang lingkup audit serta indikator kinerja yang telah
disepakati bersama. APIP dalam melakukan pengumpulan dan
pengujian bukti pada tahap pelaksanaan audit kinerja dapat
mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti pada arca-area kritis
atas capaian kinerja setiap indikator kinerja kegiatan yang
mendukung programprioritas sehingga APIP dapat memberikan
saran/rekomendasi perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko,
pengendalian intern dalam pencapaian kinerja program priaritas dan

tujuan organisasi.

o
o



1.

BAB III

Pelaksanaan Audit Kinerja

Proses Pelaksanaan Audit Kinerja

Keterangan:

Aspek 3E: Aspek Ekonomis, Efisiensi dan Efektif
KKA : Kertas Kerja Audit

IKK : Indikator Kinerja Kegiatan

Gambar 3.1
Gambaran Pelaksanaan Audit Kinerja

Proses pelaksanaan audit kinerja, APIP akan melakukan pengujian

untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan atas

kondisi program prioritas, schingga APIP dapat:

a) Menilai dan menyimpulkan kinerja dari program prioritas
tersebut dari aspek ketaatan dan aspek 3E

b) Mengidentifikasi dan menganalisis penyebab-penvebab tidak
optimalnya kinerja atas program prioritas

¢) Menyusun simpulan serta temuan audit

d) Memberikan saran untuk mengurangi dampak permasalahan,
perbaikan kinerja,perbaikan pengelolaan risiko, pengendalian
dan Governance Risk Control

Dalam pedoman umum audit kinerja ini, APIP mengumpulkan dan

menguji atas bukti-bukti vang diperoleh vang terkait dengan aspek

ketaatan, aspek 3E, serta capaian kinerja berdasarkan indikator

kinerja dengan model/metodologi yang telah disepakati pada tahap

perencanaan. Hasil kinerja tersebut kemudian diidentifikasi dan

dianalisis capalannya atlas area/indikator kinerja kegiatan yang

capaian kinerjanya tidak optimal atau indikator capaian Kinerjanya

masih di bawah bataspredikat “berhasil” dari target yang telah

ditetapkan. Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah
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tersebut akan dijadikan area of improvemenlt yang perlu
diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan
kinerja. pengelolaan risiko dan pengendalian, terutama yang
merupakan risiko dan pengendalian utama yang ada pada auditi.
Seperti contoh, APIP akan menguji apakah proses identifikasi dan
penetapan risiko utama atas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang
tidak optimal dalam mendukung program prioritas. APIP perlu
menguji proses tersebut untuk dapat menganalisis apakah risiko-
risiko utama atas IKK telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi
secara tepat oleh manajemen. Apabila ditemmukan adanya penetapan
risike utama atas IKK yang tidak tepat atau ditemukannya risiko
utama yang belum teridentifikasi oleh manajemen, maka risiko yang
tidak tepat atau risiko utama yang belum teridentifikasi tersebut
dapat dijadikan temuan awal bagi APIP dalam rangka saran
perbaikan pengelolaan risiko atas program tersebut.

Setelah menguji proses penetapan risiko utama, APIP dapat menguji
efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan standar audit,
dinyatakan bahwa APIP perlu memahami rancangan sistem
pengendalian intern dan menguji penerapannya/efcktivitas dari
pengendalian intern auditi.

Pengujian efektivitas pengendalian utama atas IKK yang capaian
kinerjanya tidak optimal yaitu dengan melihat ketepatan desain
pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta
membandingkan desain pengendalian dengan implementasinya.
Adapun contoh teknik pengujiannyva dapat berupa melihat form dan
substansi dokumen pengendalian, pengamatan atas prosedur/SOP
dengan implementasi di lapangan dan lakukan penilaian apakah
yang tertulis di SOP telah dilakukan dengan cara yang tepat, oleh
orang vang tepat dan terdokumentasi dengan baik, melakukan
reperformance serta wawancara.

Selanjutnya, APIP dapat menyusun temuan atas hasil pengujian
masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berdasarkan bulkti-
bukti yang ada atas program prioritas tersebut. Hasil pengujian
tersebut juga akan digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas
kinerja program prioritas yvang didukung dengan buktibukti yang
telah didokumentasikan oleh APIP berdasarkan Kkriteria indikator
kinerja vang telah disepakati di tahap perencanaan. Diharapkan

APIP dapat memberikan saran dan rekomendasi perbaikan kinerja
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untuk mengurangi atau menghilangkan dampak, saran pengelolaan
risiko dan pengendalian yang mengarah pada tindakan nyata, serta

dapat dilaksanakan oleh auditi.

Teknik Audit, Bukti Audit dan Teknik Sampel

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP mengumpulkan dan
mendapatkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup,
dengan menggunakan teknik audit dan teknik sampel. Sehingga,
APIP diharapkan memperoleh bukti yang material dan relevan serta
sampel vang representative. Hal tersebut dilakukan agar pekerjaan
APIP menjadi profesional dimana hasil audit mempunyai dasar yang
kuat dalam penyusunan temuan dan simpulan hasil audit. Berikut

adalah hubungan antara teknik dan jenis bukti audit yang dapat

diperoleh:
| N[
L Observasiy Pengamatan - = - LKonfirmisl
. Inventarisasi/Opname Bulkai Fisik Bulkti Keterangan | 2 Keterangan
3. Inspoeksi o l F
1. Varifikas 1 Do | 1analisis
ot - | s : o - 2 Evaluasi
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(tambar 3.2 Hubungan Teknik Audit dengan Bukti Audit

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP saat melakukan
pengumpulan dan pengujian bukti juga perlu memperhatikan
luasnva besaran pengujian yvang akan dilakukan. Besaran luasnya
pengujian tersebut tidak perlu dilakukan audit secara keseluruhan
melainkan dapat dilakukan sampel sesuai dengan tingkat keyakinan
vang diharapkan melalui teknik pemilihan sampel. Agar pemilihan
sampel dapat benar representative maka dapat menggunakan contoh
rumus/tabel statistik yang biasa digunakan dalam menentukan
jumlah sampel antara lain:

i. Rumus Slovin

N/N(d)2 + 1

sampel; N = populasi; d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05.

n

]

n
Contoh: APIP akan menguji kelengkapan berkas permohonan
dalarn lavanan administrasi kependudukan sejumlah 125
berkas. Atas hal tersebut APIP tidak akan menguji secara

keseluruhan melainkan menggunakan sampel dengan
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pertimbangan profesionalnya dengan menggunakan rumus
slovin dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%, maka
jumlah sampel yang akan dilakukan pengujian oleh APIP adalah

N =125/ 125 (0,05)2 + 1 = 95,23, dibulatkan 95

ii. Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael
APIP selain menggunakan rumus slovin dalam menentukan
sampel yang representative juga dapat menggunakan tabel Isaac
dan Michael. Di mana dalam table tersebut telah tersedia tingkat
kesalahan sebesar 1%, 5% dan 10%. Dengan tabel ini, APIP
dapat secara langsung menentukan besaran  sampel
berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang
dikehendalki.

iii. Jumlah sampling minimal
APIP saat melakukan audit/pengawasan yang ruang lingkupnya
tidak terlalu besar, maka dapat menggunakan jumlah sampling
minimal seperti yang disebutkan Roscoe dalam Sugiyono (2010:
131) mengatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam
penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Bila populasi

kurang dari 30, seyogyanya diambil keseluruhan.

3. Pengujian Aspek Ketaatan, Aspek Kinerja (3E) dan Capaian hasil
Kinerja
Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP mengumpulkan dan
mendapatkan bukti atas hasil pengujian sampel yang terpilih atas
aspek ketaatan dan aspek 3E. Selain itu, APIP juga melakukan
penilaian dan penyimpulan capaian kinerja berdasarkan indikator
kinerja dan model/metodologi yang telah disepakati pada tahap
perencanaan. Penilaian dan penyimpulan kinerja juga didasarkan
atas kontribusi dari masing-masing aktor/ Perangkat Daerah
pelaksana program prioritas.
APIP dalam melakukan pengujian atas aspek ketaatan yaitu APIP
dapat memberikan keyakinan memadai bahwa area, proses, sistem
vang diaudit alas program prioritas telah sesuail dengan peraturan
perundang-undangan, kebijakan, prosedur vang berlaku dan

peraturan terkait, serta kriteria/ketentuan yang berlaku lainnya.



Selanjutnya yaitu pengujian terkait aspek 3E yang dilakukan oleh
APIP, seperti contoh aspek ekonomis dan efisien, APIP dapat menguji
bagaimana perolehan input mengenai barang dan jasa maupun
perolehan input kegiatan yang mendukung program prioritas. APIP
juga perlu melihat perolehan input tersebut dengan hasil output
untuk melihat aspek efisiensi, apakah auditi telah memperoleh,
melindungi dan menggunakan sumber dayanya secara hemat dan
efisien serta mengidentifikasi penyebab timbulnya ketidakhematan
dan ketidakefisienan. Sedangkan untuk pengukuran dan penilaian
aspek efektivitas, APIP dapat menilai apakah capaian hasil program
atau menfaat vang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan dan
menilai sejauh mana kegiatan auditi dalam pelaksanaan program
yvang bersangkutan mencapai tujuan,

Setelah itu, APIP dapat melakukan penilaian capaian kinerja masing-
masing indikator Kkinerja kegiatan yang mendukung program
prioritas berdasarkan hasil pengujian atas aspek ketaatan dan aspek
3E tersebut. Hasil capaian kinerja indikator kinerja kegiatan tersebut
yang tidak tercapai/tidak optimal kemudian diidentifikasi dan
dianalisis penyebab tidak tercapai capaian kinerja atau indikator
capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat “berhasil” dari
target yang telah ditetapkan. Atas indikator kinerja yang capaiannya
masih di bawah tersebut akan dijadikan area of improvement yang
perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan
kinerja, pengelolaan risiko dan pengendalian, terutama yang
merupakan risiko dan pengendalian utama yang ada pada auditi.
Adapun pada saat audit kinerja dilaksanakan ternyata program
tersebut masih berjalan dan belum memiliki sasaran antara, maka
penilaian 3E dan pengukuran kinerja hanya melihat pada aspek
ckonomis dan efisiensinya saja tanpa perlu melihat efektivitas dari
program tersebut. Namun, jika telah memiliki sasaran antara, maka
dapat dilihat efektivitasnya.

Pengujian Risiko Utama atas Area IKK yang Tidak Optimal Capaian
Kinerjanya

APIP dalam mengidentifikasi dan menganalisis penyebab tidak
tercapainya capaian kinerja seyogyanya dikaitkan dengan
identifikasi dan penetapan risiko utama serta efektivitas
pengendalian yang dilakukan oleh manajemen. Penyvebab capaian
kinerja wvang tidak tercapai/tidak optimal dianalisis risiko

utama/risiko strategis (tinggi dan sangat tinggi) terutama yvang telah
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ditetapkan oleh auditi/manajemen. APIP perlu menilai dan
menganalisis apakah proses identifikasi dan penetapan risiko yang
dilakukan oleh auditi/manajemen telah memadai atau tidak. APIP
perlu melakukan pengujian apakah risiko utama telah diidentifikasi,
dianalisis dan dievaluasi secara tepat oleh manajemen.
Apabila ditemukan adanya penetapan risiko utama yang tidak tepat
atau ditemukannya risiko utama yang belum teridentifikasi oleh
manajemen pada saat proses penyusunan risiko, malka risiko vang
tidak tepat atau risiko utama yang tidak teridentifikasi tersebut
dapat dijadikan temuan bagi APIP dalam rangka saran perbaikan
pengelolaan risiko atas program tersebul.

Berikut adalah beberapa langkah dalam melakukan pengujian dan

penilaian risiko yaitu:

a) dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah
Daaerah sampai dengan tujuan area pengawasan (RPJMD-
Renstra-RKPD-Renja);

b) dapatkan kebijakan manajemen risiko yang berlaku pada
Pemerintah Daerah;

¢) dapatkan dokumen register risiko terbaru yang telah diupdate
dan telah di tandatangani pimpinan OPD serta dokumen terkait
lainnya;

d) lakukan pengujian dan penilaian atas penetapan konteks, baik
tingkat strategis Pemda, tingkat strategis OPD maupun tingkat
operasional OPD, termasuk menguji keselarasan penetapan
risiko, apakah risiko-risiko yang ditetapkan telah mengacu pada
tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah (RPJMDRenstra
OPD);

e) lakukan pengujian apakah penetapan probabilitas dan dampak,
serta penetapan selera risiko telah sesuai dengan kebijjakan MR
Pernda;

f) lakukan pengujian dan penilaian atas tahapan identifikasi risiko,
mulai dari prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang
memang memahami proses bisnis dan risikonya, apakah risiko
telah diidentifikasi mulai dari menganalisis tujuan, identifikasi
kegiatan /program untuk mencapai tujuan, identifikasi risiko
pada setiap kegiatan/program yang dapat menghambat
pencapaian tujuan. Apakah penetapan risiko operasional, risiko
strategis dan risiko entitas Pemerintah Daerah terkait program

tersebut telah tepat, apakah masih ada risiko utama (tinggi dan
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sangat tinggi) yang belum diidentifikasi oleh manajemen;

g) lakukan pengujian atas proses analisis risiko, berkaitan dengan
pemberian nilai probabilitas dan dampak, apakah telah
melibatkan proses vang objektif melalui workshop/FGD/lainnya
dengan melibatkan pihak-pihak yang tepat (memahami proses
bisnis dan risiko);

h) lakukan penilian atas evaluasi risiko, termasuk penyusunan
profil risike dan pemetaannya sesuai dengan kebijakan
manajemen risiko yang ditetapkan; dan

i) pastikan seluruh risiko signifikan organisasi telah diidentifikasi,
dianalisis dan dievaluasi dengan baik oleh manajemen.

Setelah langkah kerja sebagaimana rincian di atas dilaksanakan,

selanjutnya perlu di dokumentasikan dalam kertas kerja.

Pengujian Efektivitas Pengendalian Utama atas Area IKK yang Tidak
Optimal Capaian Kinerjanya
Setelah melakukan pengujian proses risiko utama, APIP selanjutnya
melakukan pengujian atas efektivitas pengendalian atas risiko
utama tersebut. Berdasarkan standar audit, dinyatakan bahwa APIP
perlu memahami rancangan sistem pengendalian intern dan men guji
penerapannya/efektivitas dan pengendalian intern
auditi/manajemen.
Pengujian efektivitas pengendalian utama yaitu dengan melihat
ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dari desain
pengendalian serta membandingkan desain pengendalian dengan
implementasinya. Tujuan pengujian efektivitas pengendalian adalah
untuk memberikan keyakinan bahwa pengendalian atas risiko
utama telah mampu menurunkan risiko sampai tingkat vang dapat
diterima (berada dalam area selera risiko).
Adapun pengujian ketepatan desain pengendalian utama yaitu, APIP
menilai/menganalisis apakah desain pengendalian vang dibuat dan
dilakukan manajemen telah tepat/sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan manajemen terkait atas pengendalian risiko utama (tinggi
dan sangat tinggi). Pada saat APIP menguji ketepatan desain ada
kemungkinan terdapat tiga kondisi yang ditemui oleh APIP yaitu:
a) kondisi pertama, kemungkinan APIP menemui kondisi rancangan
pengendalianyang berlebihan, artinya pengendalian yang
dirancang auditi terlalu ketat schingga terdapat pengendalian

yvang sebenarnya tidak perlu. Meskipun pada kenyataannya risiko
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b

berhasil ditekan sampai level yang dapat diterima, namun
pengendalian yang berlebihan hanya akan menambah biaya bag
organisasi. seperti contoh, untuk mengamankan kas dari risiko
kecurian, maka manajemen menyimpan uang dalam brankas dan
menempatkan satpam vang khusus menjaga brankas itu 24 jam.
Jika nilai nominal uang dalam brankas tidak signifikan, maka
penempatan dalam brankas yang terkunci, aksesnya dibatasi, dan
pemasangan CCTV telah memadai untuk mengamankannya dari
risiko kecurian, sehingga tidak perlu menyewa satpam untuk
menjaganya 24 jam. Dalam kondisi ini, APIP dapat
merekomendasikan untuk menghilangkan pengendalian yang
tidak perlu, karena hanya akan memboroskan sumber daya.
Dalam contoh di atas, rekomendasinya adalah dengan
mengurangi pengendalian berupa penjagaan salpam 24 jam;
kondisi kedua, terdapat kemungkinan rancangan pengendalian
yvang kurang, artinya pengendalian yang ada belum mampu
menurunkan risiko sampai level yang dapat diterima. Untuk
kondisi ini, APIP dapat merckomendasikan pengendalian
tambahan vang perlu dilakukan oleh auditi sehingga mampu
menurunkan risiko sampai level yang dapat diterima. Selain itu,
terdapat kemungkinan bahwa  auditi sesuai dengan
kewenangannya, tidak memungkinkan untuk menurunkan risiko
sampai level yang dapat diterima.

Contoh atas risiko vang melibatkan auditi yang lain, diperlukan
mitigasi berupa kebijakan strategis yang sifatnya lintas sektoral.
Untuk kondisi ini, rekomendasi yang diberikan oleh APIP
ditujukan kepada level yang lebih strategis yaitu pimpinan
tertinggi organisasi, sehingga mitigasi yang dilakukan lebih tepat
sasaran; dan

kondisi ketiga adalah ketika APIP menilai bahwa rancangan
pengendalian telah memadai (tidak berlebihan dan tidak kurang),
sehingga rekomendasi yang diberikan adalah untuk memantau
risiko secara periodik. Untuk dapat menyimpulkan pengendalian
telah memadai, APIP perlu memahami proses bisnis yang saat ini
sedang berjalan serta mempertimbangkan data/database
keterjadian risiko. Jika risiko masih sering terjadi, menunjukkan

bahwa pengendalian vang ada belum efektif.



Secara lebih rinei, langkah kerja pengujian rancangan/desain

pengendalian sebagai berikut:

1) dapatkan dokumen register risiko teralkhir unit kerja yang telah
divalidasi pimpinan OPD untuk melihat tujuan dan penyataan
risiko terkait program;

2) identifikasi rancangan pengendalian utama atas risiko utama
pada area IKK dengan capaian kinerja yang tidak tercapai/tidak
optimal;

3) dapatkan kebijakan tertulis atas pengendalian utama dan
lakukan identifikasi atribut pengendalian utama (4WI1H), atas
risiko utama pada areca IKK dengan kinerja tidak tercapai/tidak
optimal. Yang dimaksud dengan atribut pengendalian adalah
komponen-komponen dalam pengendalian tersebut mampu
menjawab pertanyvaan 4W1H (apa, siapa, kapan, mengapa dan
bagaimana pengendalian atas risiko),
contoh: dalam pelaporan hasil audit seyogyanya telah melalui
reviu berjenjang (approving), dengan atribut pengendalian yaitu (1)
apa yang di reviu, (2) siapa yang melakukan reviu, (3) kapan perlu
dilakukan reviu, (4) mengapa perlu dilakukan revin dan (5)
bagaimana cara melakukan reviu; dan

4) lakukan reviu ketepatan rencana tindak pengendalian dengan
menganalisis atribut pengendalian apakah telah dirancang sesuai
dengan tujuan risiko atas program tersebut schingga dapat
menurunkan risike ke level wvang dapat diterima, berupa
penurunan probabilitas dan dampak, termasuk menganalisis akar
penyebab dan kebutuhan pengendalian tambahan.

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman desain
pengendalian dapat digambarkan dalam suatu formulir (form)
pengendalian. Teknik pengujian ketepatan desain pengendalian
dapat berupa wawancara ke pegawai kunci yaitu pegawal yang
memahami proses bisnis dan risiko terkait substansi form
pengendalian tersebut, penelitian dan analisis dokumen serta
prosedur terkait. Apabila dari hasil pengujian desain/rancangan
pengendalian dinyatakan tidak efektif/tidak tepat maka APIP dapat
memberikan saran penguatan desain pengendalian seperti
perbaikan substansi form pengendalian dalam rangka pencapaian
hasil kinerja program.

Selanjutnya, APIP melakukan pengujian kesesuaian implementasi

pengendalian desain pengendalian atas risiko-risiko utama pada

B4



area IKK dengan capaian kinerja tidak tercapai/tidak optimal. Dalam

hal ini, APIP dapat melakukan pengujian implementasi pengendalian

tersebut bersamaan dengan pengujian ketepatan

rancangan/desain pengendalian.

Jika hasil pengujian ketepatan rancangan pengendalian

menunjukkan bahwa pengendalian belum efektif/belum tepat, maka

tetap dilakukan pengujian implementasi untuk mengetahui
komitmen manajemen dalam implementasi rencana pengendalian.

Pengujian implementasi rancangan pengendalian, dapat dilakukan

dengan menggunakan beberapa teknik sebagai benkut:

1) Observasi/Inspeksi
a) APIP  memperoleh, mengumpulkan dan menganalisis

dokumen,/ formulir bukti-bukti implementasi pengendalian
serta melakukan reviu kesesuaian dengan SOP/ rancangan
pengendaliannya
b) APIP dapat melakukan observasi/ inspecksi terutama atas
pelaksanaan pengendalian yang sifatnya berkala, seperti
perhitungan fisik persediaan dan rekonsiliasi realisasi belanja.
APIP melihat secara cermat pelaksanaan suatu kKegiatan sccara
langsung dan menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk meyalkini
bahwa pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan
rancangannya.
Apabila terdapal perbedaan antara rancangan dengan
pelaksanaan pengendalian, APIP diharapkan dapat
mengidentifkasi penvebab perbedaan dan menilai dampaknya.
Dalam melaksanakan observasi/inspeksi, APIP perlu berhati-hati
terhadap adanya kemungkinan bahwa pegawai akan bekerja lebih
baik apabila mereka mengetahui bahwa mereka sedang
diobservasi.

2) Wawancara dan/atau diskusi terfasilitasi dengan pegawai kunci
Wawancara dengan pimpinan dan pelaksana pengendalian dapat
memberikan bukti awal mengenai efektivitas rancangan dan
implementasi pengendalian pada suatu organisasi. Wawancara
ini mempunyai dua tujuan, vaitu mendapatkan informasi atas
pemahaman pimpinan dan pelaksana pengendalian mengenai
rancangan pengendalian (apa wyang seharusnya) dan
mengidentifikasi temuan antara praktik yang ada (apa yang

terjadi) dengan prosedur yang seharusnya.
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Sebagai alternatif dari wawancara, APIP dapat mengundang
beberapa pimpinan dan pegawai kunci yang memahami proses
bisnis dan risiko untuk melakukan diskusi yang terfasilitasi
untuk menilai rancangan atau implementasi pengendalian intern.
Diskusi terfasilitasi mempunyai tujuan yang sama dengan
wawancara, tetapi ada beberapa keuntungan apabila
menggunakan diskusi terfasilitasi, yaitu antara lain:

a) dengan hadirnya pimpinan dan pelaksana pengendalian, APIP
akan mendapat gambaran atas seluruh proses (end-to-end)
pengendalian organisasi; dan

b) meningkatkan komunikasi dan pemahaman mengenai
prosedur, pengendalian terkait dan tanggung jawab pimpinan
dan pelaksana pengendalian dalam pencapaian tujuan
program.

3) Pelaksanaan ulang suatu kegiatan (reperformance)

Apabila langkah pengujian yang telah dilakukan dirasa belum

dapat memberikan keyakinan yang memadail bahwa suatu

pengendalian telah dijalankan sesuai rancangannya, maka dapat
dilakukan reperformarnce atas pengendalian tersebut.

Seperti contoh, APIP melaksanakan ulang reviu atas kertas kerja

untuk memastikan bahwa semua aspek yang scharusnya direviu

dan telah direviu serta memastikan kebenaran angka-angka dan

perhitungan dalam kertas kerja. Jenis pengendalian yang dapat

dilakukan reperformance cukup beragam, misalnya: reviu atasan

langsung, pengecekan kelengkapan dokumen, verifikasi angka,

pembandingan suatu data dengan data lainnya, dan rekonsiliasi.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknik pengujian
implementasi pengendalian dapat berupa wawancara dengan
pegawai kunci dan pimpinan organisasi, pengamatan atas
prosedur/SOP dengan implementasi di lapangan, reviu dokumen
bukti implementasi pengendalian dan melakukan penilaian apakah
yvang tertulis di SOP telah dilakukan dengan cara yang tepat, olch
orang yang tepat dan terdeokumentasi dengan baik, serta
reperformance atas pengendalian intern vang ada. Atas hasil
pengujian efektivitas pengendalian utama tersebut diharapkan APIP
dapat memberikan saran perbaikan efektivitas pengendalian.
Selanjutnya proses pengujian efektivitas pengendalian utama
perlu di dokumentasikan dalam kertas kerja.
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Penyusunan Temuan dan Simpulan Hasil Audit

Dalam pelaksanaan proses audit kinerja berbasis risiko, ditemukan
adanya kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria secara signifikan,
maka APIP dapat menyusun dan mengembangkan temuan serta
menyimpulkan hasil audit disertai dengan rekomendasi. APIP periu
mencari penyebabnya serta mengungkap akibat adanya perbedaan
antara kondisi dengan kriteria. Berikut adalah unsur temuan yang

perlu dipahami oleh APIP

f Perhaihar Peagrdalian dan Pengelolaan Riko I

Gambar 3.3 Hubungan Unsur Penyusunan Temuan

APIP dalam menyvusun temuan berdasarkan bukti-bukti yang ada
atas hasil pengujian yang dilakukan. Hasil pengujian tersebut juga
digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kinerja program
prioritas berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah disepakati
di tahap perencanaan vang terkait atas aspek ketaatan dan aspek
3E. Jika terjadi perbedaan antara kondisi dengan kriteria, APIP dapat
menganalisis apa yang menjadi penyebabnya, analisis meliputi
faktor penvebab yang memicu/membuat capaian hasil kinerja tidak
tercapai seperti ketidaktepatan identifikasi risiko utama oleh
manajemen, ketidaktepatan desain pengendalian, dan
ketidakefektifan implementasi pengendalian.

Kemudian masing-masing faktor penyebab tersebut diidentifikasi,
dirumuskan solusi dan diberikan saran pemecahan masalahnya
(rekomendasi) terkait atas kondisi dan kriteria yang terjadi.
Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat mengurangi dampak
masalah, meningkatkan proyeksi capaian kinerja, memperbaiki
kelemahan pengelolaan risiko dan pengendalian yang ada serta
dapat mengurangi tingkat risiko organisasi sehingga outcome dari
audit kinerja dapat tercapai. Hasil simpulan sementara disampaikan
kepada pimpinan auditi sekaligus klarifikasi untuk menjadi
perhatian, memperoleh tanggapan dan rencana perbaikan ke

depannya.
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Adapun contoh dalam penyusunan simpulan sebagai berikut:

« Jika kinerja tidak tercapai atau masih perlu dioptimalkan
(berdasarkan hasil audit kinerja) dan desain serta implementasi
pengendalian atas risiko utama pada area IKK yang belum efektif,
maka pencapaian kinerja sampai dengan akhir periode berpotensi
untuk gagal/tidak tercapai

« Jika kinerja tercapai atau telah optimal (berdasarkan hasil audit
kinerja), namun desain serta implementasi pengendalian risiko
utama belum efektif pada area IKK yang mendukung program
prioritas, maka pencapaian kinerja sampai dengan akhir periode
berpotensi untuk terhambat.

Dalam penugasan audit, apabila terdapat suatu permasalahan yang
disebabkan oleh kelemahan aturan, kebijakan, ketentuan yang
menjadi kriteria, maka APIP dapat memberikan saran kepada
manajemen untuk melakukan telaahan/kajian atas kriteria tersebut
sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan untuk
melakukan perbaikan kebijakan di masa mendatang.
Pendokumentasian Audit Kinerja
Sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar
3330, AAIPI), APIP diwajibkan mendokumentasikan informasi audit
intern dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumentasi disimpan
secara tertib dan sistematis serta berkaitan dengan perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan audit sechingga dapat mendukung
simpulan, fakta dan rekomendasi APIP.
Pendokumentasian kertas kerja audit perlu rinci mencakup sasaran,
sumber dan simpulan yang dibuat oleh APIP sehingga dapat terlihat
hubungan antara fakta dengan simpulan pada laporan hasil audit
kinerja APIP. Setiap dokumentasi kertas kerja perlu direview secara
berjenjang guna memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan
memuat informasi hasil pelaksanaan Program Kerja Audit (PKA) serta
memastikan bahwa pelaksanaan audit dan simpulan APIP telah
sesual dengan standar audit.

Meskipun kertas kerja berisikan informasi mengenai auditi, hak

kepemilikan atas kertas kerja audit berada pada instansi APIP.

Pemanfaatan kertas kerja audit oleh instansi APIP wajib mematuhi

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan vang

ditetapkan oleh organisasi profesi.

68



69

1EpUEE IBNSas

JEpuEls
rensas umeyasay WAS

JTepuBRls ENsas

epaasad usin uesiojafuad

Yeg'l - £8'1 ueyeyassy Was yejumne| g UBSUSD JIH 28EUSIa uERyasay Was
. i s L . 1SHIIDaI e LE LR e bl
00'% . 00y e Bued 404 yBimng duel gLM I8EUISI] dued g4
Iepunels Jepuels Iehsay IRPUB}S
®BNsas 4184 teperelad uejeieiad wep seEE) tensas ueje(elad
= sl uep senpse) (nSusp |7 uBSUIp J LM 2sejuasiag uBEp SENISE,]
addy =10}
uEsuap uexduipueglp ey
thed 1en| 1p wermyasay depeyial umeyassy Fueplg uERyasay
E 'y Fuepq usiSEue yepunp|g ueredsue asEjuasiag Auepig weled@uy
elusnIeyas Funk wejdey N
reredequiad njyes
UHFUID wayIuIpLiagIp wendey uaredequad niyes | gendey ueiedequiad
E a8l isedey uriedegqag |7 teyedagay asmuasiag nmyem usdagay
BALUSTLIBDE BUBA - .
isendey gepunl ueBuap
RN AP BOITIaIp uerjusey ensas welidey | sendey urrefequed @
1 - LE1 Sues wsendey yepunp o'y ueiedequiad masad | gepwnl wedeiagay
ueqna 1ad 164 161d

eprasad weint ueiojaiuad

_ 810C : ueediuy unyey
UBIBasa) UBBIRYI[WD UBLILLE[ :
¥x uajednqey yelunowag @ Yelae(] YRIULISWID] BUIBN

1614 Bpssad ey

SBILIOLL] WEISOI] BUIBN]

ureidold elioury vemede) uep elioury JojeyIpu] uBle[luad uep usmynNsuag vweln elay seloy

weifoig uerede) uep elraury rojeyqrpul ueinynsuad eweyq efiay sejray yojuod



0L

inpy jedus

uednynaey asvjussiay| edway usdnynosy

srdg weduap viueseliayaq
Hued uyes yeuwng eyl
meeguELA

SPTE
Wd ueredes ueiodepad
ueyeidanay asviuasiad |

anpn

usduap vureseliaog
Hued jyes yewnd

dIMd N vezodejad|
usiedaay asejuasiag

uejeyasay Suepy

T SRR o
s

UBY RSO

‘Auepiq Wds uetedeo Suepig W4 ueredeo

Wd$ uereded R K|
uenodepad uvedeyaay | urruesLEIad
WM Uriodegad dee|,

ueeyasay|

WAS veredes Ble1-g1e | g UB[ISHI200Y ISEJUIEIa] UBISEYIagaY [
unyey} | WweEp UE|BYaSaY BEUI |
ETE[282Y SBUT(] ISLBULIE] uerelIsay isewie) Suspnd
Auepnd 1p BsIEan[EpEy seul] 1eeuue; Suepnd p P EsIEan|epey
yeqo ueipelsy | g ESIRMN[EPEY TBqo teipelay 1Bqo uspely
unye; [ WeEp 4144 p dLAATP LA TP TBg0
1qo 1ho-jo0}s uelpelsy |z jeqo jno-yoois terpelay | no-yoos ueipelby




L4

S Wds weredey ueiode|ag | Wels uetede)
i oc'z oc'r B i vedemagay umﬁ._numhumﬁ uesodefag uedeiaiay Tl

.ﬁ.ﬁm,j_
N verodepd niyes |
uepedalay asujuasiog |

treandejad
duayey,

N[ uesodejad
nppem uejedsiay

A e R ..EEHVWFH..NH. .mmu..HHH._U.- s

+9°0 - c'r umednoy ssmuasia] nyes umedalay
; ey meresequad qepmnl|  wiep| ueredequad
v 8+' - §'2 it R IO A st i .
e TLaDd WS Deredes|  dg ueiedes)
19'2 - 01 UB[ISPUYIIGIY ISEIUISIG UE[ISBYIgY

. . LA |
an'o - £ LAY 1P 1Bq0 NO-HINIG P 1BqO IN0-Yomg |
_ dEpLels
$10F UNYE] 95 SIHUILILID] BNSaE UBRYasay |
IBTIRas UBIELaSS) Wos usduap
18 - g was ﬁmwnuﬁmﬁ 2SHUISIa] | oy ummu:umhumi 1L 1P
TepuRs fensas ueyejelsd IBPUEBIS [BNS28 | UBBUESHE[2d

et = g urduap gy SsTIUISIngd  uejepead uedusp ¥ deye]




BAB 1V
Pengkomunikasian Hasil Audit dan Monitoring Tindak Lanjut

Pendokumentasian Audit Kinerja

Setelah selesai melaksanakan penugasan lapangan, penyusunan
simpulan, temuan dan usulan serta rckomendasi APIP perlu
mengkomunikasikan hasil audit kinerja kepada
Pimpinan/Manajemen Auditi. Sebelum melaksanakan pembahasan
akhir dengan auditi, APIP sebaiknya melakukan pembahasan intern.
Pembahasan intern perlu dihadiri seluruh tim audit, pembahasan
intern bermanfaat untuk memastikan kembali bahwa isi dari notisi
hasil audit (simpulan sementara) telah didukung dengan bukti yang
relevan, kompeten dan cukup serta untuk menyamakan persepsi di
antara seluruh tim audit agar memiliki pendapat yang sama pada
waktu melakukan pembicaraan akhir dengan auditi. Proses dan
hasil pelaksanaan pembahasan intern tim perlu didokumentasikan
di dalam kertas kerja audit.

Untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil
pengkomunikasian hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan
akhir secara formal dengan auditi. Pembahasan akhir hendaknya
dilakukan dengan efektif dan menghasilkan kesepakatan.
Pembahasan akhir hendaknya dihadiri oleh pihak yang mempunyai
jabatan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dari
pihak APIP maupun auditi.

Kesepakatan hasil dari pembahasan akhir didokumentasikan dalam
bentuk Berita Acara Pembahasan Hasil Audit yang memuat
mnformasi mengenai hasil kesimpulan audit, tanggapan auditi,
rekomendasi yang disepakati maupun vang tidak disepakati, serta

hal-hal lain yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.
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Contoh Berita Acara Pembahasan Hasil Audit

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

INSPEKTORAT
Jl. 8. Parman No 38 B Purwodadi Grobogan 58111 Telp/Fax. (0292) 421190

BERITA ACARA EXIT CONFERENCE
HASIL AUDIT KINERJA TA......

Program ......cccevi

ANTARA TIM INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KEPALA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN (Penanggung Jawab

Pada hari ini ........ tangeal ...........bulan...... 201x, bertempat di Kantor.......(OP)
Kabupaten Grobogan...... di....... telah dilakukan pembahasan hasil audit kinerja
atas Program ...... antara Tim Audit Inspektorat Kabupaten Grobogan berdasarkan
surat tugas Inspektur Kabupaten Grobogan ....... Nomor: SPT-..../.... tanggal
.....bulan ....201x dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Crobogan (Penanggung Jawab Program)................ dengan hasil pembahasan
sebagai berikut :

1. Tim Audit Inspektorat Kabupaten Grobogan telah menyampaikan Notisi Hasil
Audit Kinerja atas Program ...... tanggal ....... , bulan.....201x sebagaimana
terlampir dan memberikan penjelasan seperlunya kepada Kepala Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan ... secbagai penanggung jawab
program............ dan staf atas materi permasalahan yang termuat dalam notisi
dimaksud.

2, Terhadap permasalahan vang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Tim Audit
Inspektorat Kabupaten Grobogan beserta dokumen/data pendukung yang
merupakan bagian dari kertas kerja Tim, Kepala Organisasi Perangkat Daerah

(penanggung jawab program)...... menvatakan: sependapat/tidak sependapat
terhadap seluruh materi temuan dan simpulan sebagaimana tertuang dalam
lampiran.

---------- Demikianlah Risalah Pembahasan Hasil Audit Kinerja atas Program .......
in1 dibuat dengan sebenarnya. Kemudian ditutup serta ditandatangani oleh Tim
Audit Inspektorat Kabupaten Grobogan dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Grobogan sebagai penanggung jawab program pada hari ............ tanggal
ceeeanny DUlan.....201x serta tempat sebagaimana tersebut diatas.

Kepala Organisasi Perangkat 1. Pengendali Teknis

Daerah Kabupaten Grobogan

sebagai Penanggung Jawab P A en
Program NIP.

2. Ketua Tim

--------------------------

3. Anggota Tim

NIP.

T3



Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Setelah dilakukan pembahasan dan kesepakatan hasil audit dengan
auditi, APIP segera menyusun konsep laporan sesuai dengan
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar 3340, AAIPI), di
mana konsep laporan direviu secara berjenjang mulai dari
pengendali teknis, pengendali mutu hingga pejabat yang berwenang
dan bertanggung jawab. Adapun media dan sarana yang digunakan
oleh APIP selama proses penyusunan laporan hasil audit adalah
notisi audit, hasil pembahasan akhir, dan kertas kerja audit.

Hasil laporan vyang telah disusun APIP, segera mungkin
dikomunikasikan dan didistribusikan kepada pihak yang
berkepentingan vyang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Standar 4000, AAIPI).
Laporan ditujukan kepada Kepala Daerah dan dikomunikasikan
dengan pemilik/pelaksana program. Laporan tersebut berisikan
capaian kinerja, informasi ketaatan terhadap ketentuan, dan
penyebab capaian kinerja tidak tercapai berupa saran perbaikan
mengenai pemulihan dampak, perbaikan kinerja dan pengelolaan
risiko, rencana tindak pengendalian, serta efektifitas desain
pengendalian intern atas program prioritas tersebut.

Selain  itu, apabila audit dihentikan sebelum berakhirnya
penugasan, maka APIP dapat membuat ikhtisar hasil audit sampai
dengan tanggal penghentian dan menjelaskan alasan penghentian
audit serta dikomunikasikan secara tertulis kepada auditi dan

pejabat yang berwenang (Standar 4060, AAIPI).
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Contoh Laporan Berbentuk Bab

Contoh Format Laporan

INSPEKTORAT
KABUPATEN GROBOGAN

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA ATAS PROGRAM
PRIGEITEAS. ocnimsmusmavprrrsmsmnmnosms

KABUPATEN GROBOGAN

170 L I ——
NOMOR: LAP-........
TANGOALS s




PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

INSPEKTORAT
Jl. 8. Parman No 38 B Purwodadi Grobogan 58111 Telp/Fax. (0292) 421 190

Nomor : LAP - /XX/XX/20XX .......... 20XX R RGNS 1) P, .4
Lampiran : ..... berkas
Hal : Laporan Hasil Audit Kinerja Atas Program

Prioritas XXX pada Pemerintah

Kabupaten Grobogan Tahun 2018

Yth. Bupau Grobogan

;| I O =

Kami telah melakukan Audit Kinerja Atas Program Prioritas XXXX pada Pemerintah
Kabupaten Grobogan Tahun 20XX. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standar
Audit vang dikeluarkan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi APIP Intern Pemerintah
Indonesia (AAIPI) dan kami yakin bahwa audit tersebut dapat memberikan dasar
vang memadai untuk menyimpulkan kinerja yang dicapai, memberikan saran
perbaikan yang diperlukan untuk memperbaiki pencapaian kinerja dan perbaikan
pengelolaan risiko, proses pengendalian intern serta tata kelola atas program
prioritas XXX,

Hasil audit disajikan dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:
BAGIAN SATU : PENDAHULUAN

BAGIAN KEDUA : HASIL AUDIT KINERJA

BAGIAN KETIGA : SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Dasar Penugasan

Audit kinerja alas program prioritas ......... Tahun....... dilakukan lintas
sektoral/lintas OPD wyaitu pada OPD........ sebagal koordinator utama Dan
OPD.ccciains sebagai koordinator pendukung..............sesuai dengan Surat
Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Grobogan Nomor:.................. Tanggal

B. Tujuan Audit
Tujuan audit kinerja atas program prioritas
adalahiecesissemig

C. Tujuan dan Ruang Lingkup
Tujuan Audit Kinerja adalah untuk memberikan nilai tambah dan
masukan/saran untuk mengurangl dampak permasalahan, perbaikan kinerja
dan perbaikan GRC terkait dengan aspek ketaatan terhadap ketentuan yang

berlaku dan aspek ckonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) dalam pencapaian
sasaran strategis Pemda. ...,

Ruang lingkup dari Audit kinerja program prioritas xxx tahun .... mencakup:
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Program ....... di OPD xx pada Kegiatan xxx

Program....... di OPD xx pada Kegiatan xxx
D. Metodologi Audit Kinerja
Audit kinerja atas program prioritas........dilaksanakan dengan metodologi TPMS

Teknik Audit vang digunakan adalah reviu dokumen, wawancara, observasi dll
Dalam pemilihan sampel, teknik sampel yang kami gunakan adalah xxx dengan
tingkat keyakinan xxx

E. Penilaian Kinerja |
Hasil Penilaian atas keberhasilan program prioritas dapat dikategorikan sebagai

berikut:
Contoh gradasi penilaian kinerja program o
Skor | Kategori |
i 85 = skor = 100 ' Berhasil
B 70 = skor < 85 Cukup Berhasil
50 = skor < 70 Kurang_Berhasﬂ —
0 = skor <= 50 Tidak Berhasil

F. Gambaran Umum Program prioritas
Nama Program Prioritas:

Tujuan Program Prioritas:
OPD: OPD A (Koordinator Utama)
(OPD B (Koordinator Pendukung)
Program: Program A... pada Kegiatan A......di OPD A
Program A.... pada Kegiatan B...... di OFD B
G. Periode dan Waktu Pelaksanaan
Audit kinerja yvang dilaksanakan pada program prioritas xxx tahun.........
Waktu pelaksanaan Audit Kinerja adalah xxx s.d xxx

BAB II
Hasil Audit Kinerja
A. Mengumpulkan dan menguji bukti terkait aspek ketaatan, aspek 3E dan
menilai serta menganalisis capaian kinerja
Capaian Kinerja Tahun 2019
Hasil audit kinerja Program.............. Tahun Anggaran 2019 pada Dmnas.....
memperoleh skor 83,84% dari nilai maksimum 100 yang mencerminkan program
.... telah dilaksanakan dengan predikat “Cukup Berhasil”.
Simpulan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kinerja aktual terhadap
aktivitas utama pelaksanaan Program (Core Activities) vang ditetapkan.
Pencapaian nilai Kinerja Program Tahun Anggaran 2019 berdasarkan aktivitas
utama digambarkan pada tabel berikut ini:
Tabel 1 : Pencapaian Kinerja Per Aktivitas Utama dan Indikator Kinerja Utama
No | Uraian Bobot Relatif | Capaian Skor Agregat
Kinerja
| A | Aktivitas Utama |
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1 Ekonomis 44.00 81,98% 36.07

2 | Efisien 47.00 84.37% 39.65

3 | Efektif 9.00 90.24% 8.12 |
Total Skor 100.00 | 83.84% 83.84

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian nilai indikator utama
kinerja secara agregrat sebesar 83,84% mencerminkan pelaksanaan Program ...
Tahun Anggaran 20XX pada umumnya cukup berhasil dilaksanakan atau
diselenggarakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Simpulan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kinerja aktual terhadap
capaian Indikator Utama Kinerja (Key Performance Indicators — KPI) yang
ditetapkan, sebagai berikut:

Capaian Kinerja Tahun 2020

Hasil audit kinerja Program.............. Per Semester | Tahun Anggaran 20XX pada
Dinas.... memperoleh skor .........% dari nilai maksimum 100 yang
mencerminkan program ..... telah dilaksanakan dengan predikat “Berhasil”.

. Identifikasi penyebab tidak optimalnya capaian kinerja dengan identifikasi
dan analisis risiko utama dan efektivitas pengendalian
Capaian kinerja Program..... Tahun Anggaran 20XX sebesar 83,84%,
menunjukkan terdapat faktor-faktor penentu keberhasilan yang belum
dilaksanakan secara optimal yang dipengaruhi oleh penerapan sistem
pengendalian intern yang belum memadai. Gambaran penerapan sistem
pengendalian intern yang tidak optimal untuk masingmasing indikator kinerja,
sebagai berikut:
1) Belum optimalnya kinerja efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program yang
hanya mencapai 82,64%, disebabkan hal-hal sebagai berikut:
a) Tahap Perencanaan
Belum optimalnya kinerja ketepatan sasaran - meningkatkan kemampuan
pelaksanaan yvang hanya mencapai 84,08% disebabkan oleh:
(1) Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Belum sesuai aturan vang berlaku............
(2) Kelemahan Penilaian Risiko
- Dinas ....... Kabupaten ..................... terlambat melakukan
pengadaan jasa Tenaga Ahli dan Fasilitator Masyarakat dari target
nasional yang telah ditetapkan vaitu paling lambat ............... :
- Analisis atas kendala/hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan
dengan tingkal kesulitan yang tinggi, belum dilakukan,
(3) Kelemahan Aktivitas Pengendalian

Pengendalian Dinas .............. dalam pembentukan BKAD masth
lemah,

vaitu adanya anggota BKAD yang tidak sesuai dengan kriteria yang
ditentukan.

(4) Kelemahan Informasi dan Komunikasi
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Media untuk pengaduan masyarakat di Tingkat Kabupaten belum
tersedia.
(5) Kelemahan Pemantauan Berkelanjutan

Belum efektifnva mekanisme/kebijakan pemantauan terkait dengan |

b) Tahap Pelaksanaan

(1) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Sasaran - pembangunan
infrastruktur vang hanya mencapai 82,37%, disebabkan oleh
Kelalaian Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam
melakukan pengadaan material dan lemahnya pengendalian mutu
pelaksaan pekerjaan oleh Fasilitator Masyarakat dan PPK.

(2) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Sasaran - pendayagunaan
sumber daya dan tenaga kerja lokal yang hanya mencapai 86,67%,
disebabkan oleh kesulitan BKAD memperoleh material di lokasi
setempat karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

(3) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Jumlah- pertanggungjawaban
penggunaan dana operasional sesuai ketentuan yang hanya mencapai
098,97%, disebabkan oleh Kelemahan pengedalian PPK dalam
membuat Perjanjian Kerja dengan jumlah orang peserta tanpa
mempertimbangkan jumlah undangan.

(4) Belum optimalnya kinerja ketepatan kualitas- pembangunan
infrastruktur vang dilakukan belum dapat bermanfaat atau
memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitar, hal
tersebut dikarenakan.....

(5) Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu - pelaksanaan pengadaan
jasa .........c........... yang hanyva mencapal 50,00% disebabkan oleh
Dinas .sooasass Kabupaten: s terlambat melakukan
pengadaan jasa Tenaga Ahli dan Fasilitator Masyarakat dari target
nasional yang telah ditetapkan yaitu paling lambat ...............

(6) Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu - penyaluran dana dan
pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan
pedoman/juknis/juklak yang hanya mencapai 73,86% disebabkan
oleh masih adanya beberapa BKAD yang belum memasukkan Laporan
Pertanggungjawaban Dana Tahap I, sehingga pencairan dana Tahap I
terlambat.

(7) Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu - penyelesaian
pembangunan Infrastruktur yang hanya mencapai 81,80%
disebabkan oleh infrastruktur yang dibangun (Jembatan Gantung) di
Kecamatan .............. mempunyvai tingkat kesulitan vang tinggi
sehinga membutuhkan waktu yang lebih lama dari jenis pekerjaan
fisik lamnya.

2) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan Pelaksanaan Program yang
hanya mencapai 90,18%, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
¢) Tahap Pelaporan
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(1) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan mekanisme
penanganan pengaduan yang efektif yang hanya mencapai 50,00%,
disebabkan oleh media pengaduan masyarakat tidak tersedia,
sehingga mekanisme penanganan pun tidak berjalan,

(2) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kecamatan yang hanya mencapal 92,32%,
disebabkan oleh Fasilitator Masyarakat (FM) kurang efektil dalam
mendampingi BKAD membuat laporan harian pekerjaan setiap hari.

Capaian kinerja ............. Semester I Tahun Anggaran 20XX Tahap
Perencanaan scbesar 88,38%, menunjukkan telah berhasil, namun masih
terdapat faktor-faktor penentu keberhasilan yvang belum dilaksanakan secara
optimal yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern yang belum memadal.
Gambaran penerapan sistem pengendalian intern yang tidak optimal untuk
masingmasing indikator kinerja, sebagai berikut:

Belum optimalnya kinerja ketepatan sasaran - meningkatkan kemampuan

pelaksanaan ......... dengan capaian 86,36% disebabkan oleh:

1) Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Penetapan unsur-unsur BKAD dalam Musyarawah Antar Desa belum sesual
kriteria dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Badan Kerjasama Antar
Desa.

2} Kelemahan Penilaian Risiko
Penilaian risiko terhadap kendala/hambatan yang mungkin dihadapi dalam
pelaksanaan pekerjaan belum dituangkan dalam dokumen perencanaan
berupa dokumen profil kawasan.

3) Kelemahan Aktivitas Pengendahan

Pengendalian Dinas .............. dalam pembentukan BKAD masih lemah, yaitu
masih terdapat anggota BKAD tidak sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan.

BAB III

Simpulan dan Rekomendasi Hasil Audit

A.Simpulan
Berdasarkan hasil Audit terhadap Pelaksanaan Program...... Tahun Anggaran
20XX per 31 Desember 20XX (post] dan Semester I Tahun Anggaran 20XX
{current), diperoleh simpulan sebagai berikul:

1. Keuangan
Alokasi dana ............... pada Tahun Anggaran 20XX per 31 Desember 20XX
(Post) adalah Rp........., 00 dengan realisasi dana sebesar Rp........ atau ...... Yo
dan Semester [ Tahun Anggaran 20XX per 30 Juni 20XX (current] adalah
R Gengan: realisasi dani sehesar R s sws BURK suvessrspsns A0
Realisasi penyerapan anggaran per 30 Juni 20XX (current) sebesar............... %,

hal tersebut disebabkan adanya perubahan struktur organisasi
275 g6 Lo PR,
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2. Penilaian Indikator Utama Kinerja
a. Tingkat keberhasilan Program ...... Tahun Anggaran 20XX tercermin dari
perolehan skor agregat Indikator Utama Kinerja (KPI) sebesar 83,84 dari
skor maksimum 100, dan kurang dari ambang batas keberhasilan yang
ditetapkan sebesar 85,00.
Indikator keberhasilan Program ... Tahun Anggaran 20XX, adalah sebagai

berikut:

1) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Program....... Telah berhasil dilaksanakan sesuai ketentuan yang
berlaku.

2) Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas Pelaksanaan Program
a) Capaian nilai indikator ckonomis, efisiensi dan efektivitas

pelaksanaan program 82,64% atau memperoleh skor sebesar 72,72
dari bobot kinerja sebesar 88,00. Hal ini menunjukkan bahwa
pelaksanaan Program....... Tahun Anggaran 20XX Cukup Berhasil
direncanakan dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai
kriteria vang telah ditetapkan.

b) Capaian nilai indikator keberhasilan Program.....semester [ Tahun
Anggaran 20XX Tahap Perencanaan program 838,38% atau
memperoleh skor sebesar 38,89 dari bobot kinerja sebesar 44,00.
Hal ini menunjukkan pelaksanaan Program Semester 1 Tahun
Anggaran 2020 berhasil direncanakan oleh secara efektif dan efisien
sesual kriteria yang ditetapkan.

B.Simpulan
Terhadap permasalahan vang dijumpai dalam audit kami rekomendasikan
kepada coasrnansransnsnsRRars

Demikian kami sampaikan, untuk dapat melakukan langkah-langkah tindak
lanjut yvang diperlukan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapktan terima kasih.

Inspektur Kabupaten Grobogan,

3. Monitoring Tindak Lanjut
Berdasarkan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia, Paragraf
1400 menyebutkan bahwa APIP perlu memantau dan mendorong
tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit.
Pemantauan tindak lanjut dilakukan agar auditi memperbaiki

kelemahan dan kekurangan vang ada sesual saran yvang telah
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diberikan APIP.

APIP dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut agar memastikan
bahwa semua rekomendasi telah dilaksanakan dan mencapai
outcome dari audit kinerja serta memasukkan kegiatan pemantauan
tindak lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan. Kewajiban
pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan Pasal 43 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah menyebutkan bahwa pimpinan instansi wajib
melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dinyatakan apabila dalam
jangka waktu 60 (emam puluh) hari setelah laporan hasil audit
diterima, auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil laporan,
maka auditi dapat dikenai sanksi pidana dan atau sanksi -
administrasi berupa surat peringatan pertama. Surat peringatan
kedua dapat diberikan jika dalam satu bulan setelah surat
peringatan pertama belum ada tindak lanjut dan jika tidak ada
tindak lanjut sama sekali maka dapat diterbitkan surat kepada
pemimpin organisasi auditi.

Pemantauan tindak lanjut sangatlah penting dalam pencapaian
outcome audit kinerja, dikarenakan dengan ditindaklanjutinya
rekomendasi audit kinerja maka diharapkan terdapat peningkatan
ketaatan, perbaikan kinerja serta perbaikan tata kelola organisasi,

pengendalian intern dan pengelolaan risiko dalam pencapaian

program dan tujuan organisasi.

/BUPAT GROBOGAN,
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